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ABSTRAK

Mayer mengungkapkan bahwa, usulan skema HAM yang diajukan kalangan
Muslim untuk dicantumkan dalam Internasional Bill of Human Right ternyata tidak
secara langsung diambil mengikuti adapt Islam pra-modern, melainkan berupa
pencakokan hokum Islam dengan prinsip-prinsip hokum internasional. Menurutnya
rumusan HAM Islam cukup membingungkan karena memuat berbagai terminology
yang tidak jelas dan sulit dipahami. Tentang alas an pemilihan buku Mayer, adalah
selain karena tulisannya cukup penting, relevan dan berguna untuk dikaji, juga karena
kandungannya lebih banyak menyoroti studi perbandingan antara HAM Islam dengan
HAM Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan HAM di dunia
internasional dan hubungannya dengan Islam dari tulisan Mayer yang dianggap
mewakili tulisan mutakhir para sarjana Barat. Lebih spesifik lagi untuk mengetahui
pandangan Mayer tentang peranan hokum Islam dan posisi ummat Islam dalam
percaturan HAM internasional, mengetahui perbandingan HAM Islam dan
internasional serta beberapa pandangannya menyangkut sinyalemen bahwa Islam
membatasi HAM baik secara individu maupun kolektif. Metode penelitian yang
dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Kesimpulan penelitian ini adalah HAM universal tidak diterima oleh Negara-
negara Islam karena dianggap tidak mewadahi aspirasi umat Islam yang memiliki
ketegasan bahwa rumusan HAM internasional harus disertai criteria-kriteria religius
dan perlu ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keberadaan HAM Islam di
dunia internasional meramaikan studi perbandingan sejarah hokum internasional dan
melahirkan studi komparatif baru. Posisi muslim dalam HAM Internasional memiliki
keunikan sendiri. Peranan hokum Islam (syari’ah) tidak diakui oleh internasional yang
didominasi Barat. Terminologi HAM Islam, dianggap penuh kekacauan pengertian.
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1. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Di bawah 1ni daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
1 ahf tidak dilambangkan  tidak dilambangkan
o ba’ b be
Y ta’ t te
L:..J oo B es (dengan titik diatas)
T jim j je
| T ha’ h ha (dengan titik dibawah)
é kha’ kh ka dan ha
3 dal d de
. : - zet (dengan titik diatas)
3 Zal. =
B ra’ r er
J" zai z zet
o sin s €s
& syin Sy es dan ye
sad s es (dengan titik dibawah)
o= . .
. dad d de {dengan titik dibawah)
I8 . }
l_: ta’ t te (dengan titik dibawah)
_1'3 za z zet (dengan titik dibawah)
£ ‘ain < koma terbalik (diatas)

xii



E gain g ge
9 fa’ f ef
@ qaf q ki
o d kaf k ka
J - lam ] el
f mim m em
O nun n en
9 wau w we
o) ha’ h ha
o hamzah T apostrof”
« ya’ b ye

2. Vokal

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin =~ Nama
e fathah a a
- kasrah 1 ]
:f d ammah u u

2. Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

N1



Tanda Nama Gabungan Huruf Nama

(¢ -+ fathah danya’ ai a dan1
9 / fathah dan wau au adanu
Contoh :
y
5% kataba
.//;ﬁ
le ta'ala
o 7
- z k.
"5) uKIra
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang vang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan
Harkat dan Nama 4 Nama
huruf : tanda
Y v fathah dan alif atau ya’ a a dan garis diatas
& kasrah dan ya’ i 1 dan garis di atas
9 = dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh :

e\ G -
J(o qala

e —
&) rama

O _

e qile
22 -
djﬁ-’ vaqulu

X1V



4. Ta’ marbuthah

Transliterasi untuk ta’ marbuthah ada dua.

1. Ta’ marbuthah hidup, yakni yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transhterasinya adalah /t/

2. Ta’ marbuthah mati, yakni yang mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /h/

Jika kata terakhir dengan ta’ marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata

sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ marbuthah itu ditrans-

literasikan dengan ha. (h). Contoh :

f"(v °2 < o - raud ah al-at tal
JL«,AY\ A9 ' .
- raud atul at tal
. 74 f) i A { {":}T - a_l-MadE nah al-Munawwarah
J J“‘J A - al-Mad i natul Munawwarah
~ 0

a6

tathah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, dalam transhterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang

sama dengan huruf yang dibeni tanda syaddah itu. Contoh :

ey —
l °.3) rabbana
{

e
%J. al-haji
- d': ’ ) e
‘)3\, nu’ ‘ima

6. Kata Sandang
[. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang ditkuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yartu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah

XY



Kata sandang yang dinkuti huruf qamanah ditransliterasikan dengan huruf
yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Baik ditkuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh :
> )' % i\ as-sayyidatu
WA asy-syamsu

o L al-badi 'u
‘./ -

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof Namun,
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Hamzah
di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

O )..k;- t ta’khuz u una

y ot an-nau’
{S\" syai'un

C«:@\ uminiu

8. Penulisan Kata
Pada dasamya setiap kata, baik fiil, i1sim, maupun harf, ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi in1 penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata
lain yang mengikutinya. Contoh :

P Ad A AR Y4 . v al-kail lmiza
<4 \/ } LT fa aufu al-kaila wa a -mizana
U}}‘},j - »2 ¥ - fa auful-kaila wa al-mizana

- /’_’///‘/n’l . _ - - -
(ﬁbfjb’.:f‘-j“‘/f‘“:/ - bismillahi majraha wamursa ha
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9. Huruf Kapital
Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini

huruf tersebut digunakan seperti yang berlaku dalam ejaan yang disempumakan

(EYD). Contoh :

o3 o B o, _

: - wa ma muhammadun illa rasu {
J 92y Y}/Mtﬁj
AN BN yah d anal-lazi unzil
%J ‘;"G';"“ C),_ N .s;:*a ru ramad anal-lazi unzila
LI i hil gur‘ana

/o/ /0 - L)'/'/ ] - ) ‘ - -

C,_-;J/L_g,“ ‘-"J=:-U) _)‘3| athamdu lill 8 hi rabbil 9 lam'n
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transli-
terasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia,' topik utama penelitian ini, merupakan perkara yang tidak
akan pernah usai diperbincangkan selama kehidupan dan peradaban manusia masih
berlangsung. Sebab, di manapun terdapat negara, pemerintahan, dan masyarakat,
pengertian HAM akan tetap menjadi wacana hangat di mata publik karena esensinya
tidak hanya menyangkut masalah moral, namun juga implementasi dan status hukum-
nya yang acapkali tidak jelas. Bahkan, umumnya hampir setiap kasus pelanggaran
HAM tidak pemnah tercapai solusi final. Dalam hal ini, kompleksitas penanganannya
pun hampir selalu memunculkan problem baru di bidang moral, keadilan hukum, ke-
sejahteraan dan martabat atan kehormatan individu dalam struktur hirarki masyarakat.
Sehingga, dapat diakui bahwa persoalan HAM yang syarat dengan pergesekan nilai
dan perbenturan sosial-budaya tersebut akan berada pada situasi penuh dilema dan

harapan utopis bagi setiap penyelesaiannya.

Di lain pibak, ramainya perdebatan tentang implikasi, rumusan, implementasi
dan tinjauannya secara hukum di dunia intemasional menjadi fenomena dialektis
dalam berbagai diskursus ilmiah, karena secara histonis akar kemunculannya berasal

dari keragaman sudut pandang dan perbedaan latar belakang sosial-budaya bangsa-

' Untuk seterusnya, penyebutan istilah Hak Asasi Manusia disingkat menjadi HAM, demikian
pula Hak Asasi Manusia dalam Islam yang berarti 'menurut ajaran atau rumusan Islam' dipersingkat
menjadi "HAM I[slam’. Hak Asasi Manusia Internasional yang berarti ‘'menurut hukum atau rumusan
internasional’, disingkat menjadi HAM Internasional'.



bangsa di dunia. Keberagaman dan perbedaan tersebut tampak sangat menyolok,
misalnya jika memperbandingkan antara rumusan HAM Islam dengan rumusan HAM
internasional yang rofabene disusun oleh negara-negara Barat.” Dalam hal ini, penye-
bab perbedaan tersebut seolah-olah menjadi sikap saling tolak antara Islam dengan
internasional. Anggapan negatif Barat terhadap Islam dalam banyak segi, khususnya
berkaitan dengan pendirian kaum Mushmin di dalam mengembangkan peradaban
Islam maupun penerapan syari'at, merupakan fenomena konflik Timur-Barat yang

penuh pertentangan dialektis dan sulit diperkirakan usainya.

1; Islam dan Barat, Sebuah Refleksi

Islam sebagai agama besar yang menjagatraya, berpengaruh cukup kuat dan
signifikan dalam tatanan hidup manusia. Pengertian Islam, bahkan telah dijabarkan ke
seluruh pola maupun sistem kehidupan baik dalam implikasi ideologis, politik, sosial-
budaya, ekonomi, moral d;m sejarah peradaban manusia. Secara dimensional, karak-
teristik Islam sebagai agama universal atau raAmatan lil '@ lamin memiliki ajaran
yang menyentuh sampai kepada aspek bidimensional, yakni lahiriah dan ruhaniah
pada satu sisi, serta aspek dumawi dan ukhrowi di sisi lain. Demikian pula dalam
masalah HAM, Islam tidak hanya menckankan hakikat kemerdekaan, persamaan,
kebebasan dan keadilan tetapi juga memberikan jaminan pe_rlindungan secara konkrit
serta mengarahkan implementasinya menuju pencapaian selusi terbaik, khususnya
pada bidang kesejahteraan masyarakat dan pedamaian. Dengan kata lain, Islam tidak

hanya menékankan persoalan hak dan kewajiban semata, namun juga menekankan

? Yang dimaksud negara-negara Barat adalah Eropa dan Amerika



pada keimanan dan jiwa ajarannya yang bermakna tahrirunna s min 'iba datil 'iba d
ilay 'ibadatilla h atau membebaskan manusia dan penghambaan kepada sesama
hamba sekaligus mengajaknya beribadah kepada Allah. Pada konteks ini, tanggung
jawab dan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang merupakan hal yang
substansial. Sedangkan martabat manusia diangkat setinggi-tingginya dalam kerangka
hukum yang bersumber dart wahyu Ilahi tanpa mengesampingkan pertanggung-

jawabannya di hadapan Tuhan.

Dunia internasional, tempat terpusatnya berbagai kemajemukan pemikiran dan
budaya antar bangsa yang peranannya didominasi negara-negara Barat sekuler,’
merupalkan lahan utama berkemban@ya kolonialisme* dalam beriaagai bentuknya.
Implikasi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hukum cenderung bersifat

kapitalistik dan materialisti® yang dianggap sebagai hasil kecemerlangan atau

* Sekuler adalah pandangan serba keduniaan dan bersifat ingin melepaskan diri dari ikatan atau
ketentuan hukum agama. Sekulerisme Barat bahkan mendudukkan agama terpisah dengan politik,
ekonomi, dan sebagainya yang dianggap hanya berlaku di dunia dan tidak bersangkut-paut dengan
akhirat atau masalah ketuhanan. Dikotomi semacam ini ternyata cukup manjur untuk mendominasi
segala kepentingan intermasional, karena selalu diidentifikasikan sebagai satu bagian integral dari
proses modernisasi.

* Kolonialisme Barat cenderung mendorong untuk melakukan penjajahan dan memperluas
pengaruhnya di negara jajahan demi ketiga tujuan misinya, yakni gold, gospel, dan glory. Bentuk
kolonialisme modern, oleh para pemikir Muslim saat ini, diartikan tidak lagi dalam bentuk penjajahan
suatu negara tetapi lebih bersifat penjajahan "pemikiran, ekonomi, dan pengaruh politik” yang bahkan
dengan menekan atau memperalat organisasi dunia semisal PBB. Selain itu dengan melalui campur
tangan masalah dalam negeri negara lain. Pendapat senada dikemukakan misalnya oleh Abu! A'la Al-
Maududi, Leopold Weiss, M. Amin Rais, Akbar S. Ahmed, Ziauddin Sardar dan Roger Garaudy.
Keenam pemikir Muslim ini berpendapat hampir sama bahwa kolonialisme Barat masih berlangsung
dan saat ini berubah wujud dengan bentuk lain yang serba modern dengan instrumentasi dan pola
kemodernan lainnya. Masalah kolonialisme Barat dan perlawanan dunia Islam, diuraikan sangat
menarik oleh Godfrey H. Jansen, Islam Militan, terj. Armahedi M., (Bandung: penerbit Pustaka, 1983).

* Kapitalisme adalah ideologi ekonomi yang dengan bebagai manifestasinya merupakan inti
dari peradaban Barat. Lawan kapitalisme ini adalah sosialisme. Kajian ringkas kedua ideologi ini, lihat
Fachry Ali, Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural (Bandung: Mizan, 1984), pp. 11-82.
Sedangkan materialistik atan materialisme adalah pandangan bahwa tidak ada sesuatu yang riil kecuali
benda di mana akal dan kesadaran merupakan manifestasi dari materi yang hanya dapat diakui dari
unsur-unsur fisik atau serba kebegxdaan. Materialisme senantiasa mengiringi kapitalisme.



keserba-unggulan I.Jeradaban Barat atas bangsa-bangsa lain di luar negara Barat.®
Bahkan rumusan HAM diyakini sebagai produk Aumanisme’ yang berbasis pada
anggapan bahwa martabat kaum kolonial jauh lebih terhormat dan beradab dibanding
bangsé—bangsa lain. Pada konteks ini, dunia Barat memposisikan dirinya sebagai

wakil seluruh dunia dan bersifat segala-galanya.

Sejalan dengan ufaiaﬁ di atas, dapat dicermati pula pernyataan Marcel A,
Boisard® bahwa persoalan internasional cukup kompleks di mana proses
dekolonialisasi menyebabkan adanya usaha untuk membebaskan struktur inter-
nasional dari pengarub Barat atau kolonialisme. Dan bahwa beberapa permasalahan
Ayang berlaku sekarang ini sesungguhnya diarahkan pada permasalahan yang terjadi di
Barat dalam sejarah. Sikap Barat terhadap dunia ketiga pun terkesan dihinggapi rasa
takut dan terkesan meremehkan. Sikap seperti ini tiada lain didasarkan atas rasa
ethnocentric’ yang sukar dihilangkan dan rasialisme terpendam'® yang disuburkan
dengan ingatan-ingatan sejarah maupun pandangan-pandangan obyektif mengenai
perkembangan ckonomi masyarakat. Di sis1 lain, misalnya, beberapa istilah hukum
antar bangsa ternyata merupakan produk Yahudi-Kristen atau perpaduan keduanya

dengan tradisi Yunani yang diangkat ke permukaan sebagai doktrin hukum inter-

® Di luar Barat adalah Asia-Afrika atau negara-negara dunia ketiga lainnya {non-blok).

7 Humanisme adalah suatu doktrin yang menekankan kepentingan-kepentingan dan ideal-ideal

kemanusiaan. D1 Barat, dokirin ini merupakan inti dari kemunculan hak asasi manusia.

¥ Prof. Marcel A. Boisard adalah seorang orentalis Barat yang tulisannya terkadang bernuansa
pembelaan terhadap dunia Islam dan mengkritik dunia Barat yang bersikap antipati terhadap Islam. Ia
adalah Guru Besar limu Hukum Internasional Universitas Geneva dan Sekjen Perhimpunan
Kebudayaan "Islam and the West" di Geneva, Swiss.

® Ethnoceniric adalah pandangan bahwa dirinya atau bangsanya jaub iebih unggul dan jebib
terhormat segala-galanya dari pihak lain.

' Rasialisme adalah pembedaan derajat dan inartabat manusia dani wamna kulit. Menurut Barat,
bangsa kulit putih adalah yang terbaik.



nasional atau konsep pemikiran Barat modern. Mereka juga beranggapan bahwa
kekaburan-kekaburan zaman pertengahan'' adalah keadaan umum dunia keseluruh-
annya. Jarang para orientalis Barat menganjurkan agar hak-hak antar bangsa dibuka
untuk menerima pengaruh-pengaruth bary, khususnya dan dunia Islam, karena mereka
berpendapat secara yakin hanya agama Kristen-lah yang dapat mempengaruhi sikap
bagi pibak-pihak berperang untuk menghormati beberapa peraturan hukum selama
perang masih herlangsung. Lebih jauh lagi, pemikiran Barat modem menganggap
bahwa adanya hubungan erat antara keimanan dan hukum berarti dengan sendirinya

sistem tersebut dianggap "primitif”.'2

Perbedaan sifat panc-iangan dan kondisi tersebut-dj atas, tentu saja sangat
berpengaruh dalam perumusan HAM universal, baik jika ditinjau dan kacamata
politik, hukum, maupun moral. Bagi Barat misalnya, masalah "moral intemasional”
yang menuju menjadi universal, telah dibentuk di Eropa karena sebab-sebab historis
dan obyektif. Penjelmaannya ke luar tampak istimewa dan restriktif sehingga
lembaga-lembaga hukum yang dibentuknya juga bersifat istimewa dan restnktif.
Sementara bagi Islam, tampak kemungkinan adanya hubungan atau perbedaan antara
Islam dengan ideologi-ideologi pokok zaman ini yang dapat memperkuat pengharga-
an bahwa agama dapat menyesuaikan diri dengan problematika dunia sekarang.'

Selanjutnya, jika ditinjau dan segi politik, permusuhan antara Islam dengan Barat

! Zaman pertengahan (medievat) adalah zaman keemasan peradaban Islam yang selama tujuh
abad menjadi dasar kebudayaan Mediterania (Laut Tengah) dan menjadi penghubung antara peradaban
Barat modern dengan peradaban klasik Yunani dan Romawi. Lihat ELJ. Rosenthal, Political Thought
in Medieval Isiam, an Introductory Qutline, (London: Cambridge University Press, 1958), pp. 1-20.

12 Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam, terjemah H M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang,
1980), pp. 14-25.

1 1bid.



harus diakui disebabkan oleh sikap dan watak hipokrit Barat dalam melaksanakan
kebijakan politiknya di dunia internasional yang melampaui bafas kewenangannya.
Kecuali itu, pihak Barat yang membanggakan kepeloporannya dalam HAM sebagai
sebuah manifestasi puncak kecemerlangan humanisme, pada suatu kettka meng-
anjurkan adanya penghormatan dan pembelaan terhadap hak-hak maupun martabat
bangsa-bangsa lain, namun kemudian mengingkarinya dengan dalih tertentu melalui
berbagai negoisasi dan kebijakan politik radikal yang didukung kekunatan kemiliteran
demi memperluas pf:rlgan.l.lllnga14 Meskipun demikian, mereka tetap berkeyakinan

bahwa konsep HAM internasional harus dilaksakan semua bangsa di seluruh dunia.

'ferdapat fenomena menank berkaitan dengan pandalmgan Barat terhadap Islam,
sehingga potensi HAM Islam tidak perlu diperhatikan dan dianggap sesuatu yang
anch oleh karena sifat keislamannya. Pertama, para ilmuwan Barat sebagai produk
dari ajaran empirisme, relativisme dan positivisme" abad ke-19 yang cakrawala
filsafatnya lebih sempit daripada mereka yang berasal dari periode klasik maupun
abad pertengahan, memandang bahwa tetap berpengaruhnya agama dalam politik
merupakan langkah mundur, sebab menurut uvkuran Barat, perkembangan politik

berbanding terbalik dengan peran agama dalam politik,'® padahal masalah HAM jelas

* Akhbar S. Ahmed, Posmoderisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam, terj. Muh. Sirozi
(Bandung: Penerbit Mizan, 1993), pp. 106-162; lihat juga Roger Garaudy, [slam Fundamenialis dan
Fundamemalis Laimya, tej. Alif Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1992), pp. 16-46.

3 Empirisme adalah anggapan bahwa pengetahuan dan penataan sosial diperoleh dari pengala-
man inderawi disertai fakta-fakta. Reflativisme adalah pandangan bahwa kebenaran bersifat relatif atau
tidak mutlak karena tergantung waktu, tempat, dan sineasi-kondisi orang yang melakukan pengamatan.
Positivisme adalah pandangan bahwa yang terpenting dan bermakna hanyalah dalil analitik yang dapat

dibuktikan kebenarannya secara empiris, sedangkan masalah metafisik atau hal-hal yang tak dapat
dilihat indera merupakan kemustahilan.

' Michae! C. Hudson, Isiam dan Perkembangan Politik, dalam John L. Esposito (ed.), [siam
dant Pernbahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang, terj. Wardah Hafidz (Yogyakarta:
. PLP2M, 1985), pp. 29-50.



harus diakui disebabkan oleh sikap dan watak hipokrit Barat dalam melaksanakan
kebtjakan politiknya di dunia internasional yang melampaui batas kewenangannya.
Kecuali itu, pihak Barat yang membanggakan kepeloporannya dalam HAM sebagai
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berbanding terbalik dengan peran agama dalam politik,'® padahal masalah HAM jelas

'* Akhbar S. Ahmed, Posmoderisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam, terj. Muh, Sirozi
(Bandung: Penerbit Mizan, 1993), pp. 106-162; lihat juga Roger Garaydy, fslam Fundamenialis dan
Fundamentalis Lainnya, terj. Alif Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1992), pp. 16-46.

'* Empirisme adalah anggapan bahwa pengetahuan dan penataan sosial diperoleh dari pengala-

. man inderawi disertai fakta-fakta. Relativisme adalab pandangan bahwa kebenaran bersifat relatif atay

-

-tidak mutlak karena tergantung wakty, tempat, dan sitvasi-kondisi orang yang melakukan pengamatan.
Positivisme adalah pandangan bahwa yang terpenting dan bermakna hanyalah dalil analitik yang dapat
dibuktikan kebenarannya secara empiris, sedangkan masalah metafisik atau hal-hal yang tak dapat
dilihat indera merupakan kemustahilan.

' Michael C. Hudson, Islam dan Perkembangan Poiitik, dalam John L. Esposito (ed.), Isiam
dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang, terj. Wardah Hafidz (Yogyakarta:
PLE2M, 1985), pp. 29-50.



tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan dan peristiwa politik. Kedua, sampai
sekarang Islam masih dianggap sebagal penyebar pengaruh primitif dan barbarian
terhadap segi sosial dan politik, karena itu Islam juga penghambat pembangunan
politik."” Ketiga, syari'at Islam yang berfungsi sebagai hukum dianggap sama sekali
bukan hukum,'® sementara faktor hukum merupakan hal terpenting dalam HAM.
Keempat, Islam masih senantiasa dianggap sebagai trauma abadi peradaban Barat,
menjadi contoh skematis yang menimbulkan kegelisahan geografis, historis, maupun
sumber malapetaka yang menggelisahkan moral Barat, dan lebib dari itu adalah
inferioritas yang laten.”” Kelima, Islam sejak abad ke-13 diyakini telah “mandeg”
(stagna;zt), tidak hidup lagi dan tidak memiliki kemampuan menghadapi tantangan-
tantangan dunia modern.”® Dan keenam, Islam diidentifikasi Barat sebagai lingkungan
masyarakat fundamentalis yang penuh pergolakan, fanatik, tak kenal kompromi dan
selalu siaga untuk memusuhi Barat?' Akibat beberapa pandangan miring terhadap
Islam ini, jelas sangat mempengaruhi psikologis masyarakat internasional dan me-
munculkan dampak negatif pada hampir setiap kebijakan dunia internasional yang
menjadi dominasi Barat. Terlepas dari benar atau tidaknya penilaian mereka tersebut,
setidak-tidaknya dapat ditarik benang merah menyangkut eksistensi Islam dalam

HAM internasional yang tetap diperlakukan sebagai obyek sasaran Barat maupun

7 fbid.

'8 Y N.D. Anderson, Hulkum Islam di Dunia Modern, terj. Machnun Husein (Surabaya: CV.
Amarpress, 1991), pp. 4.

1° Edward W. Said, Orientalisme, terj. Asep Hikmat (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), pp. 44-
48, 271-272,

G H. Jansen, Islam Militan, op.cit., p. 57.

! Ziauddin Sardar, Masa Depan Islam, tesj. Asep Hikmat (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985),
pp. 44-48; lihat juga Edward W. Said, Qriemtalisme, Op.Cit. ‘



PBB serta tidak sepenuhnya dilibatkan menjadi subyet untuk ikut menentukan

konsepsi dan status hukum HAM universal berikut penyelesaian kasus-kasus utama

HAM di dunia.

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia Istam Dan Internasional

Setelah Perang Dumia II, perkembangan internasional di bidang kemanusiaan
diwarnai dengan lahirnya persetujuan-persetyjuan internasional yang mengatur
masalah HAM. Internasionalisasi masalah HAM melalui persetujuan-persetujuan
internasional ini menggeser pertimbangan yuridiksi domestik yang sering digunakan
beberapa negara sebagai senjata untuk mencegah.agar negara lain tidak mencampun
urusan HAM dalam negeninya. Selain itu, diwarnai pula dengan adanya keinsyafan
bahwa jika suatu bangsa atau seseorang dilanggar haknya, maka justru semakin
muncul kesadaran untuk membela hak—haknlya dan berjuang keras dalam melawan
kesewenag-wenangan pihal'c lain dengan menggalang dukungan iuas demi penegakan

hukum dan keadilan secara kolektif,

Menurut Nurcholis Madjid,? setelah Perang Dunia Il terjadi beberapa peristiwa
yang memiliki nilai kesejarahan luar biasa bagi perkembangan peradaban manusia
abad ke-20, antara lain dicanangkannya Universal Declaration of Human Rights
(UDHR) oleh PBB 1948 dan disepakatinya Dasasila Bandung yang merupakan
ungkapan kuat tentang prinsip-prinsip asasi kemanusiaan. Menurutnya, UDHR ter-

bukti ampuh sebagai rujukan bagi gerakan pembebasan pribadi dan pengangkatan

2 prof. Dr. Nurcholis Madjid adalah ketua Yayasan Paramadine dan Rektor Universitas
Paramadina Jakarta, mantan Ketua Umum PB HMI, mantan presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia
Tenggara (PEMILA) dan mantan Sekjen Imternational Islamic Federation of Students Organization
(ILAPSO).



harkat-martabat warga negara-otoriter di Dunia Kedua (Eropa Timur) yang cukup
berhasil meruntuhkan komumsme. Sementara Dasasila Bandung telah mendorong
tumbuhnya berbagai kegiatan pembebasan nasional bangsa-bangsa Dunia Ketiga

(non-blok) dari cengkeraman penjajahan ”

Namun pérkembangan lanjut dan pencanangan UDHR tersebut, ternyata masih
belum menggembirakan.sepertj halnya kelanjutan deklarasi-deklarasi lain sebelum-
nya,z‘1 sebab berbagai pelanggaran dan kesewenang-wenangan, terutama Barat ter-
hadap dunia ketiga dan dunia Islam, masih juga berlangsung. Dapat diingat beberapa
kasus bgsar abad ke-20 yang justru bertolak belakang dari UDHR, misalnya kasus
‘perang teluk 1991 di mana akibat invasi Irak ke Kuwait, PBB tidak sanggup berbuat
banyak ketika Amerika Serikat bersama pasukan multinasionalnya menggempur Irak
dengan kekuatan militer penuh, sekaligus menjadikannya ajang eksperimen senjata
mutakhir yang diikuti dengan embargo atau pengisolasian terhadap Irak atas dunia
luar oleh PBB. Demikian pula sederet kasus HAM terhadap negara-negara Islam dan
dunia ketiga lainnya, seperti pembersihan etnik di Bosnia-Herzegovina oleh Serbia,
pembantaian etmik Muslim Albania oleh Serbia, embargo PBB (yang sebenarmya
adalah Amerika Senkat) terhadap Libya atas kasus Lockerby, kasus pendudukan
Israel atas Palestina, kasus militerisme Uni Sovyet dalam penaklukan Afghénistan

dan Chechnya, masalah Kasymir, perang Vietnam, tindak kekerasan Eropa terhadap

2 Nurchoks Madjié, Hak Asasi Manusia Dan Agenda Reformasi, Klub Kajian Agama
Pararnadina, XIII (Desember 1998), p. 1.

 Tentang sejarah dan deklarasi-deklarasi hak asasi manusia sebelum UDHR PBB 1948, lihat
Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak-Haok Asasi Mennsia, Studi Perbandingan Syari‘at Isiam dan
Perundang-undangan Modern, terj. Hasanuddin (Jakarta: Tintamas Indonesia dan Litera Antar Nusa,
1993), pp. 1-44; HAMKA, Hak-Hak Asasi Manusia antara Dekiarasi PBB dan Syari‘at Islam (Jakarta:
Pandjimas, 1971), pp. 5-6; Baharudin Lopa, A-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PT.
Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996}, pp.2-4.
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keturunan Turki di- Cyprus, dan sebagainya. Dalam hal ini, UDHR dan hukum inter-
nasional seolah-olah tak berdaya memainkan peranannya bagi penyelesaian kasus
HAM. Bahkan institusi-institusi internasional semacam PBB dan Mahkamah Inter-
nasionél, masih perlu dipertanyakan kenetralan, peranan, fungsi, dan kapasitasnya
untuk menangam pembelaan maupun penyelesaian yuridis atas pelanggaran HAM
terhﬁdap bangsa-bangsa teraniaya di dunia,. yang bagi Islam dan dunia ketiga

dianggap sebagai ketidakadilan.

Memirut M. Amien Rais,” persoalan di atas memang menjadi sebuah irom
besar pelanggaran HAM yang sangat memalukan. Masalah kecil semacam perlakuan
tak manusiawi suatu negara terhadap tahanan politik dibesar-besarkan dan disoroti
dunia sebagai pelanggaran HAM yang mengakibatkan negara bersangkutan perlu
dikenakan embargo total dan tak jarang embargo total tersebut menjadi kasus pe-
langgaran HAM de fucto yang lebih ganas karena mengakibatkan seluruh penduduk-
nya menderita. Sebaliknya, suatu negara pelaku genocide dengan alasan ethnic
cleunsing at class cleansing, seperti kasus Bosnia-Herzegovina atau Albania, tetap
aman menjalankan kejahatan kemanusiannya. Di sisi lain menurut Amien, sekalipun
umat manusia berhasil mencapai kemajuan teknologi canggih, namun tingkatan moral
pada abad ke-20 mi tidak mengalami kemajuan cukup berarti, bahkan kemerosotan.
Karena terdapat kesenjangan mencolok antara kemajuan teknologi, industri dan
ekonomi dengan kemajuan moral, maka kemudian muncul sikap hipoknt Barat yang

- !
luar biasa.®

¥ Prof. Dr. HM. Amien Rais adalah Ketua MPR RI, mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah,
dan mantan Ketua Majelis Dewan Pakar ICMI Pusat.

% M. Amien Rais, HAM dan Kemunafikan Barat, Media Inovasi, VI (Januari 1994), pp. 4-5.
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Senada denga-m Amien, sebelumnya Maududi®’ pemah berpendapat bahwa PBB
yang sekarang lebih tepat dinamakan "Perpecahan Bangsa Bangsa”, memang men-
canangkan UDHR dan mengesahkan resolusinya tentang pelanggaran pembunuhan
besar—Besaran terhadap suatu ras atau kelompok manusia (genocide) serta telah pula
membuat peraturan untuk mencegahnya. Tetapi tak satupun resolusi atau peraturan
PBB tersebut dapat diberlakukan, karena hanya sebagai pernyataan dari harapan dan
keinginan belaka yang tak memiliki sanksi, kekuatan fisik atau kekuatan moral untuk
memberlakukannya. Terbukti, HAM di berbagai tempat di dunia terus-menerus
diinjak-injak dan dilanggar, sementara PBB hanya bisa bertindak sebagai penonton

yang tak berdaya.?®

Persoalan di atas, sudah barang tentu menjadi tantangan bagi dunia Islam uniuk
mengingatkan Barat dan PBB tentang pentingnya penggunaan kriteria-kriteria agama
dalam rumusan HAM universal. Kalangan Muslim sendiri kemudian menindak-
lanjutinya dengan merumuskan sendiri konsep dan hukum HAM tanpa mengacu pada
hukum Barat maupun hukum internastonal karena dua alasan pokok. Pertama, bahwa
rumusan dan hukum HAM internasional masih bertentangan dengan ajaan Islam, dan
kedua, bahwa segala sesuatu tentang HAM internasional semata-mata produk Barat
sekuler yang sering mengeliminasikan Islam. Selain itu, kedua hukum HAM inter-
nasional tersebut merupakan produk Barat yang terbukt etnosentrik, hipokrit, dan

bertumpu pada latar belakang Yahudi-Knsten, sehingga wajar jika lslam membuat

¥ Abul A'la Al-Maududi adalah pakar Islam yang memiliki pikiran sangat cemerlang dari Indo-
Pakistan. Memiliki pengaruh sangat kuat dan luas di dunia Islam. Karyanya hampir tersebar ke seluruh
penjuru dunia. Terkenal anti Barat dan sangat keras mengkritik segala yang serba Barat. Oleh pihak
Barat, Maududi disebut-sebut sebagai tokoh fundamentalis Islam.

% A A. Maududi, Hak asasi manusia dalam Islam, terj. A. Nashir Budiman (Bandung: Penerbit
Pustaka, 1985), pp. 15-17.
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konsep maupun r@usm sendiri sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Islam®
yang dalam peradaban Islam bahan-bahannya telah ada sejak enam ratus tahun
sebelum dikemukakannya dokumen Magna Charta 15 Juni 1215.%° Bahkan sembilan
belas abad sebetum dicanangkannya UDHR, Rasulullah saw. tellah pula mencanang-
kannya dalam bentuk Piagam Madinah.’’ Meskipun demikian, Islam cukup toleran
untuk menghormati UDHR maupun standar hukum HAM seperti tertuang dalam
International Bill of Human Rights yang ditunjukkan dengan sikap akomodatif
sebagian negara Islam. Namun, pendirian kaum Muslimin untuk merumuskan sendiri
HAM intemasional dan penggunaan syari’ah sebagai hukum ini, tentu saja me-

‘munculkan berbagat reaksi pihak Barat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ann Elizabeth Mayer,’? ia menyatakan bahwa
peristiwa penting di dunia Islam adalah kebangkitan kembali I[slam sesudah perang
Arab-Israel 1967 yang memilikt artt penting unfuk mengkaji kembali keterkaitan
antara tradisi hukum Islam dan HAM. Berbagai kajian akademik menyangkut ke-

bangkitan Islam saat itu semakin kuat mendorong gerakan yang cukup konsisten

? Dalam hal ini, konsepsi 1slam tentang hak asasi manusia dan rumusan hukumnya dianggap
oleh Barat sebagai menyimpang dani Intemational Bill of Human Rights dan Hukum Internasional.
Rumusan Isiam dianggap memiliki banyak kekurangan, lemah dan membingungkan. Selain itu
dianggap mengandung unsur permusuhen terhadap Barat akibat latar belakang historis yang kurang
menyenangkan bagt dunia Islam sebagaimana dintarakan Ann E. Mayer. Persoalan ini, merupakan
bagian yang juga akan dibahas dalam skripsi.

3 Maududi, hak asasi manusia, op.cit.; Dinyatakan pula oleh Maududi bahwa Barat sebenarnya
tidak memiliki konsep hak asasi manusia dan hak-hak warganepara sampai abad ke-17. Bahkan setelah
abad ke-17 pun meskipun para filosof dan pemikir hukum mereka mengemukakan gagasan-pagasan
tersebut, namun bukti praktis dan pelaksanaan konsep-konsep tersebut baru bisa ditemukan pada akhir
abad ke-18.

' Piagam Madinah adalah deklarasi atan Memorandum Perjanjion yang disepakati oleh
Rasulullah saw. beserta kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Piagam im
merupakan dokumen politik yang sangat penting dalam sejarah Islam,

32 Temang penyebutan nama Ann Elizabeth Mayer dalam penelitian ini, seterusnya di-
persingkat atau disebut nama akhimya saja menjadi Mayer.
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untuk melawan sekulerisasi sistem hukum. Secara dramatis sistem hukum Barat
ditolak dan digantikan dengan model-model yang didasarkan Islam. Kemudian
beberapa negara Muslim mulai melaksanakan program Islamisasi untuk merubah
sistem hukum Barat dengan sistem hukum yang tidak cocok atau merugikan
pengakuan dan perlindungan HAM. Menurutnya, penerapan hukum internasional saat
ini vis-a-vis dengan versi baru ciptaan Islam yang menjadi bidang utama kontroversi

dalam gerakan Islamisasi selanjutnya.*®

Berbeda dengan pandangan Mayer, kalangan Muslim menyatakan bahwa
hukum Barat ternyata terbukti penuh kemunafikan dan tidak sanggup menyelesaikan
setiap kasus HAM Bahkan acapkali djpakai- sebagai senjata pelanggaran I—IAM lain-
nya yang justru lebih besar dan tak manusiawi. Penerapannya pun seolah-olah hanya
basa-basi Barat atau PBB untuk mempertahankan eksistensi dan kredibilitasnya di
mata internasional. Sangat memprihatinkan, bahwa ketika dunia mer'ayakan peringat-
an ke-30 UDHR tahun 1978, terdapat berbagai persoalan, peristiwa dan pertentangan
di kalangan anggota PBB yang sangat menumpuk. Mulai dant penindasan golongan
kuat terhadap golongan lemah, dominasi bangsa terhadap rakyat tertutup, diskrimi-
nasi antara kulit putth dan kulit hitam, penindasan terhadap minoritas etms dan agama
baik di negara terbelakang maupun negara maju, para pengemis (negara kaya hutang)
di duma ketiga dan negara berkembang memberikan hasil kemakmurannya untuk

negara maju dengan membeli senjata umuk memerangi para penuntut kebebasan

¥ AmnE. Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, (Colorado: Westview Press,
1991; London: Pinter Publisher, 1991), pp. 1-2.
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HAM di negaranya, dan banyak lagi.’* Berkaitan dengan masalah ini, sangat luar
biasa apa yang dikatakan Syeikh Muhammad al-Harakan, Menteri Kehakiman Arab
Saudi ketika berlangsung dialog dunia lslam dan Barat di Paris dalam seminar HAM
internasional 22 Maret 1972, beliau mengatakan secara lantang dalam penutup
ceramahnya bahwa Islam lebih tinggi dari sekedar Pemyataan Hak-Hak Asasi
Manusia, lebih luas ruang lingkupnya, serta lebih lestari dalam kekekalannya karena

sumbermnya dari Tuhan.*

Namun, seperti diuratkan Mayer, usulan skema HAM yang diajukan kalangan
Muslim untuk dicantumkan dalam Internasional Bill of Human Rights temyata tidak
secara langsung diambil meng-ikuti adat Jslam pra-modern, melainkan berupa p;:n-
cangkokan hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ja mengklaim
bahwa rumusan HAM Islam cukup membingungkan karena memuat berbagai
terminologi yang tidak jelas dan sulit dipahami. Selain itu, juga memiliki banyak
kekurangan atau kepincangan disebabkan oleh kekacauan para penulisnya dalam

memberikan alasan dan ketidak sesuaian bahan-bahan yang relevan dengan tuntutan

kebutuhannya *®

Dan selurub uraian di atas, cukup beralasan jika penulis sangat tertarik untuk
mengkaji dalam penehtian ini tentang persoalan HAM Islam dan intemnasional, yang
selalu menjadi pembicaraan hangat di dunia internasional. Tentang alasan pemiliban

buku Mayer, adalah selain karena tulisannya cukup penting, relevan dan berguna

3 A A Khauldun Kannany, Hak Asasi dan Peranam UNESCOQ, dalam M. Lukman Hakiem
(ed.), Deklarasi Islam tentang HAM (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), pp. 63-79.

35 A. Rahman Zainuddin, Hak-Hak Asasi dalam Islam, (Jakarta: Media Dakwah, 1979), p.9.
* Ann E. Mavyer, Islam and Humean Rights, op.cit., pp. iv, xi-xiv.
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untuk dikaji, juga karena kandungannya lebih banyak meyoroti studi perbandingan
antara HAM Islam dengan HAM Barat atau HAM internasional dari segi hukum,
politik maupun dari segi implementasinya dalam tradisi kehidupan kaum Muslim,
sehingga diharapkan dapat mewakili banyak hal yang mudah-mudahan akan

bermanfaat bagi kazanah llmu Perbandingan Agama.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, sasaran yang dituju dalam penelitian
ini adalah persoalan pandangan Mayer tentang Islam dan HAM sebagaimana termuat

dalam bukunya "Islam and Human Rights : Tradition and Politics".

Adapun beberapa persoalan pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah posisi Muslim dan peranan hukum Islam dalam HAM internasional

menurut Mayer ?

2. Bagaimanakah perbandingan HAM Islam dan internasional menurut pandangan

Mayer, benikut penilaiannya tentang skema HAM Islam ?

3. Bagaimanakah pandangan Mayer menyangkut pembatasan Islam terhadap HAM

dalam beberapa permasalahan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian im, di samping bertujuan secara formal untuk memenuhi tugas akhir
studi yang menjadi syarat memperoleh gelar sajana Strata Satu (S-1) pada Jurusan

Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeni (IAIN)
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Sunan Kalijaga, juga merupakan upaya penulis untuk membenkan kontribusi bagi
khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Perbandingan Agama. Selain
itu ditujukan juga agar dapat menjadi manifes bagi para sarjana Muslim, terutama
sarjana agama, untuk menggali dan mencermati secara knitis akan berbagai pemikiran

orientalis Barat tentang Islam karena mengkritisinya merupakan suatu kewajiban.

Sedangkan secara non-formal, untuk mengetahwi perkembangan HAM di dunia
internasional dan hubungannya dengan Islam dari tulisan-tulisan para orientalis pada
abad ini, khususnya melalui karya Mayer yang dianggap dapat mewakili tulisan-
tulisan mutakhir para sarjana Barat baik berkenaan dengan rumusan, implementasi
dan tinjauan hukum HAM. Lebih spesiﬁkllagi, untuk mengetahwu pa.ndangan Mayer
tentang peranan hukum Islam dan posisi ummat Islam dalam percaturan HAM
internasional, mengetahui perbandingan HAM Islam dan internasional serta beberapa
pandangannya menyangkut sinyalemen bahwa Islam membatasi HAM baik secara

individu maupun kolektif.

D. Kajian Pustaka

Dalam studi kepustakaan, penulis belum menemukan sebuah karya ilmiah pun
yang mengkaji persoalan Islam dan HAM menunit pandangan Mayer. Meskipun
diyakini terdapat cukup banyak karya-karya kontemporer para orientalis Barat yang
juga membahas masalah tersebut, namun sepanjang penelitian ini, sangat jarang
didapatkan karya ilmiah mereka yang mengkaji secara gamblang, sistematis, tertuang
secara khusus dalam sebuah buku seperti karangan Mayer, dan c1-1kup relevan dengan

studi perbandingan agama. Pada umumya, tulisan-tulisan ilmiah orientalis mengenai
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Islam dan HAM hanya dibahas secara terbatas, terkesan bersifat selayang pandang,
semata-mata mengkaji pemikiran para tokoh Muslim atau khusus mengupas beberapa
problem HAM dengan mengambil setting negara-negara berpenduduk mayoritas
Muslim yang dianggap dapat mewakili Islam secara keseluruhan. Dengan demikian,
karya Mayer menjadi menarik untuk dikajl dan lebih merupakan sesuatu yang baru

karena memiliki relevansi begitu kuat bagi disiplin Ilmu Perbandingan Agama.

Beberapa buku yang membahas masalah HAM dan Islam di antaranya adalah
Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia karya Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, SH. Buku
ini membahas secara sistematis matert yang berkenaan dengan HAM dalam tinjauan
Islam diawali dengar; penjelasan sekitar pengertian, sejarah dan perspektif al—Q.ur'an
~ tentang HAM, diikuti penjelasan tentang pelaksanaannya dalam kehidupan masya-

rakat, harapan, kesimpulan dan diakhiri dengan beberapa deklarasi HAM.

Buku Hak Asasi Manusia dalaﬁz Islam karya Dr. Syekh Syaukat Hussain, juga
mengupas masalah HAM secara sistematis menurut latar belakang politik. Buku ini
merupakan karya oksidentalis Muslim yang membahas perkembangan HAM inter-
nasional dengan menampilkan berbagai sudut pandang. Setidak-tidaknya cukup
proporsional dan hampir sebanding dengan karya Mayer, meskipun tinjauannya

secara komparatif tampak berbeda.

Dr. Subhi Mahmassani dalam karyanya Arkan Huqu qu'l-Islam juga
membahas secara rinci konsep dasar HAM dengan menjabarkannya ke dalam empat
bagian. Bagian pertama, memaparkan komparasi perkembangan hak-hak manusia
menurut syari'at Islam dan perundang-undangan modem secara periodik, dimulai dari

periode hukum adat pada masa jahiliyah, periode hukum perundang-undangan,
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peniode konstitusi hingga periode hukum internasional. Bagian kedua, menguraikan
hak-hak politik dan sipil yang mencakup hukum, kenegaraan, kerakyatan maupun
pribadi. Bagian ketiga, mengulas rincian hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan

budaya. Bagian keempat menguraikan persamaan hak di depan undang-undang.

Sedangkan sebuah buku yang ditulis oleh David Litle, John Kelsay dan
Abdulaziz A. Sachedina, berjudul Kebebasar Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia,
cukup proporsional dalam mcmbahas HAM menurut pandangan lintas kultural Islam-
Barat. Selain menguraikan secara komparatif tentang perkembangan hak kebebasan
beragama menurut tradisi dan kultur budaya Barat, juga menguraikan hak kebebasan

beragama di dalam Islam.

Buku-buku lain yang sangat mendukung, antara lain Isytirakiyyatul Islam
karya Dr. Musthafa Husni Assiba'i, Hug# qu'l Insa n fil Islam karangan Dr. Ali
Abdul Wahid, dan Al-fardu wad-daulah fi Syari ‘atil Isla m karya Dr. Abdul karim

Zaidan. Ketiga buku tersebut telah ditejemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Terdapat pula buku karya Prof. Dr. HAMKA berjudul Hak-Hak Asasi Manusia
antara Deklarasi PBB dan Syari‘at Islam, Abul A'la Al-Maududi dengan judul Hak
Asasi Manusia dalam Islam, A. Rahman Zainuddin, MA. Dengan judul Hak-Hak

Asasi Manusia dalam Islam, demikian pula karya M. Lugman Hakiem berjudul

Deklarasi Islam tentang HAM.

HAMKA lebih menekankan hubungan syari'at Islam dengan konsep Decla-
ration of Human Right PBB sekaligus menjelaskan penolakannya terhadap pasal 16
ayat 1 tentang kebebasan pria dan wanita dalam perkawinan, dan ketentuan pasal 18

mengenai kemerdekaan beragama. Maududi lebih banyak menekankan ayai-ayat al-
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Qur'an yang mengandung pengertian HAM di samping menguraikan pola pendekatan
Barat dan Islam dalam perumusan HAM. Sedangkan Abdul Karim Zaidan dan
Lugman Hakiem, masing-masing lebih memfokuskan pembahasannya pada masalah

kenegaraan dan implementasi HAM dalam perspektif Islam.

Di lain pihak, buku hasil suntingan A. Rahman Zainuddin cukup menarik untuk
disimak karena memuat dialog antara Barat dengan dunia Islam (yang diwakili oleh
Arab Saudi). Secara umum, buku ini menjelaskan bahwa Islam memiliki aturan
tersendiri dalam perumusan konsep HAM dan menjabarkan alasan mengapa dunia
Islam belum dapat menerima keseluruhan dari konsep UDHR PBB maupun rumusan-

rumusan lain dari dunia internasional yang diwakili Eropa.

Sejumlah buku yang juga cukup relevan di antaranya buku karya Abul A'la Al-
Maududi yang membicarakan HAM menurut konteks politik kenegaraan, hukum dan
konstitusi, yakm Sistem Peolitik Islam dan Khila fal'-z dan Kerajaan. Kedua buku ini
membahas persoalan hak asasi dalam sub bab tersendini sesuai urgensinya. Sebuah
buku lainnya adalah Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim yang menekankan
pentingnya mengemukakan masalah HAM baik dalam sistem moral, sistem politik,

sistem sosial dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Dasar-Dasar Negara Islam mengulas hak
dan persamaan hak individu pada bab polittk undang-undang dasar Islam. Sedangkan
Dr. Anwar Harjono, SH. menekankan pembahasan hak-hak individu dan kedudukan

wanita dalam hukum Islam melalui buku Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya.

Karya monumental Sayyid Qutb berjudul Keadilan Sosial dalam Islam lebih

memfokuskan pembahasannya pada faktor keadilan sosial dalam Islam yang diikuti
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tentang kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Buku 1ni sangat

relevan dengan implementasi HAM pada konteks kemasyarakatan.

Selaras dengan maksud dan tujuan penelitian im, yaitu untuk mengetahui
pandangan Mayer tentang Islam dan HAM, maka sangat perlu diuraikan terlebih
dahulu pandangan Islam terhadap beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan
HAM. Selain sebagai pembanding atas tulisan Mayer juga sebagai upaya mengkaji
tulisan-tulisan kalangan sarjanz Muslim yang kedekatannya dengan hukum dan

kazanah pengetahuan Islam lebih bersifat asli dan komprehensif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam setiap karya ilmiah adalah sesuatu yang tidak dapat
ditinggalkan, karena merupakan cara bertindak agar penelitian dapat terlaksana demi
tercapainya hasil optimal. Dengan demikian, metode adalah juga pedoman kegiatan

bagi penelitian untuk mencapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuannya.

Dalam penyusunan skripsi i, penulis lebih cenderung menggunakan metode
deskriptif untuk memperbincangkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan
data, menyusun dan mengklasifikasikannya, kemudian menganalisis dan meng-
intepretasikannya.*’

1. Pengumpulan data

Pada proses ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji buku-

buku yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas atau library research

37 Winamo Surachmad, Dasar dan Tehnik Research, {Bandung: Tarsito, 1975), p. 139.
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tentang Islam dan HAM baik secara umum dalam pandangan para pemikir Muslim

maupun menurut pandangan Mayer.

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga bagian.
Bagian pertama, adalah data-data yang diperoleh dan sumber asli atau tulisan nara
sumbernya yang hendak diteliti yakni buku karya Mayer berjudul Islam and Human
Rights: Tradition and Politics. Bagian kedua, adalah data-data dan sumber sekunder
yakni tulisan-tulisan dan para penulis Muslim yang mengulas masalah HAM dalam
tinjauan Islam. Sumber sekunder int sangat diperlukan sebagai pembanding dan
sumber primer yang menjadi pokok kajian utama dalam skripsi ini. Bagian fetiga
adalzah data-data dari sumber-sumber lain seblagai pendukung atau referenﬁi yang

berfungsi sebagai data tambahan atau pelengkap.

2. Pengolahan data

Setelah data-data yang diperiukan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan
data dengan menggunakan metode deskripsi, yaitu memberikan gambaran secara
konsepsional pandangan Mayer tentang Islam dan HAM. Tak tertutup kemungkinan
untuk menggunakan metode komparatif, yakni memberikan komentar atau analisa
pembanding dengan mengacu pemikiran para cendikiawan Muslim yang juga

membahas persoalan tersebut.

3. Analisis data

Pada kegiatan ini, dilakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul
dan disusun untuk kemudian dijelaskan atau diinterpretasikan sehingga diperoleh

pengertian yang jelas. Kegiatan int menggunakan metode analisis.
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Mengingat penelitian int berkisar pada masalah yang bersifat studi kepustakaan
(bibliografik), maka analisis dilakukan dengan cara pendekatan deskriptif, yaitu
menggambarkan berbagai gagasan yang timbul atau dimunculkan beberapa penulis
tentang suatu persoalan sehingga diperoleh kesatuan analisis pembahasan yang kuat
dan relevan (berkesesuaian). Di samping itu, mengingat pembahasan yang menyang-
kut seorang tokoh (biografik), maka analisis dilakukan pula melalui pendekatan
historis, yakni menyangkut gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran seorang tokoh
yang timbul di masa lalu ketika gagasan tersebut dikernukakannya.

4. Menyimpulkan hasil penelitian

Sebagai langkah akhir kegiatan, penulis mengambil kesimpulan atas hasil-hasil

penelitian dan data-data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi
Skripsi disusun dalam lima bab yang masing-masing dirinci menjadi sub-sub
bagian, dan jika diperlukan akan diperinci lagi ke dalam bahasan yang lebih spesifik.

Adapun deskripsi sistematika penulisan skripsi ini, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pengantar kajian yang memuat gambaran umum aktifitas
penelitian, terdiri dan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB11 MENGEI*iAL ANN ELIZABETH MAYER DAN KARYANYA

Bab ini memuat beberapa informasi yang dibutuhkan tentang pribadi tokoh
yang dibahas, aktifitas-aktifitas dan karyanya, meliputi riwayat singkat dan latar
belakaﬁg pendidikan Mayer, peranan dan aktifitasnya dalam HAM di dunia inter-
nasional, karya-karyanya, latar belakang dan tujuan penulisan buku Islam and Human

Rights : Tradition and Politics, dan metode maupun sistematika penulisannya.

BAB TI1 HAK ASASI MANUSIA ISLAM MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN
Bab in1 secara khusus mengkaji pandangan Islam tentang HAM yang merupa-
kan kajian pembanding terhadap pandangan Mayer serta memuat konsepsi tentang
HAM di dalam al-Qur'an, meliputi pembahasan sekitar al-Qur'an, syari'at dan human-
isme, dilanjutkan pembahasan tentang konsepsi Islam HAM Islam menurut perspektif

al-Qur'an, diakhin dengan hak-hak asasi dalam al-Qur'an.

BAB IV PANDANGAN ANN E. MAYER TENTANG ISLAM DAN HAM
Bab ini meliputi deskripst pandangan Mayer tentang posisi Muslim dan peranan
hukum Islam dalam HAM internasional, perbandingan perumusan atau skema HAM

menurut Islam dan hukum intemasional, serta pendapat Mayer mengenai pembatasan

Islam terhadap HAM.
BAB V PENUTUP

Bab 1ni1 meliputi fcesimpulan, saran, dan penutup.



BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perbedaan antara HAM Islam yang berbasis pada syari'ah dan HAM Internasional
yang berbasis pada pandagan humanisme sekuler Barat, menyebabkan beberapa
persoalan tersendin. Antara lamn, tidak diterimanya skema HAM universal oleh
negara-negara Islam karena dianggap tidak mewadahi Tanspirasi' umat Islam yang
memiliki ketegasan bahwa rumusan maupun hukum HAM internasional harus
disertai kritena-kritena relijius dan perlu ditolak karena tidak sesuai dengan
ajaran Islam. Sebaliknya, Barat menganggap bahwa usulan agar rumusan HAM
Islam dimasukkan ke délam standar intemasional, tidak dapat diterima. Sebab,
selain bersifat lokal, bukan hasil konsensus seluruh umat Islam, juga disebabkan
adanya pendapat para ahli budaya Barat bahwa HAM universal harus dibebaskan
dan krteria-kritena agama manapun termasuk Islam— dan terbebas dan

pandangan-pandangan bersifat lokal.

2. Meskipun Islam terlambat dalam mengajukan rumusannya tentang HAM, namun
keberadaan HAM Islam di dumia internasional, justru meramaikan studi
perbandingan sejarah hukum Internasional dan melahirkan studi komparatif baru,

yakni studi hukum HAM intemasional yang kemunculannya tidak dapat
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dilepaskan dan sikap responsif Islam terhadap berbagai ajaran sekuler Barat di
semua aspeknya setelah Perang Dunia II. Sikap responsif im semakin
bersemangat setelah dicanangkannya resurgence of Islam, segera setelah usainya

perang Arab-Israel 1967.

. Posisi Muslim dalam HAM Internasional memiliki keunikan tersendiri. Sebab,
selain tidak berada pada posisi manapun dari semua faham yang berlaku di dunia
‘intemasional, kedudukannya sangat strategis. Di satu pihak sebagai bahan
perbandingan, dan di pthak lain sebagai pendukung HAM universal dengan cara
penerimaan yang khas i)ula dan setiap negara-negara lﬁam. Bahkan, Islam justru
menjadi pihak pertama yang menilai, menguraikan dan menjelaskan secara detil
hampir semua norma-norma Internasional yang berlaku bagi HAM, baik
mengenai perbedaan masing-masing norma, ciri-ciri khasnya, dan karakteristik
masing-masing norma, sehingga Islam memiliki cukup argumen untuk menolak
semua norma-norma tersebut, selanjutmya memperkenalkan norma-norma Islam

secara gamblang di dunia inemasional.

. Peranan hukum Islam (syan'ah) tidak diakui oleh internasional yang didominasi
Barat. Potensinya dianggap lemah, penuh krteria yang membingungkan, dan

selalu diperlakukan secara marginal atau terpinggirkan,

. Terminologi HAM Islam, dianggap penuh kekacauan pengertian, sebab
merupakan hasil percampuran hukum Islam, ajaran ekte-sekte Islam, dan

diangpap sebagai pencangkokan dan pola-pola maupun sistem Barat. Demikian
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pula penuh dengan perselisthan dalam masalah-masalah ideologis maupun
teologis dan dipengaruhi oleh dialektika polittk yang mengarah kepada

kepentingan rezim-rezim tertentu.

. Islam dan pemakain syari'ah bagi penerapan HAM, dianggap membatasi,
mengekang dan mencabut hak-hak asasi manusia dan si pemiliknya. Demikian

halnya denngan UIDHR dan konstitusi-konstitusi di egara-negara Islam.

. SARAN

. Umat Islam selayaknya bersifat kritis terhadap tulisan para orientalis, sebab
meskipun pembahasannya tentang topik-topik Islam tampak menarik dan

obyektif, namun sebenarnya mengeliminasikan Istam.

. Pengembangan studi komparatif hukum dan HAM intemasional sebaiknya
senantiasa ditkui oleh kalangan sarjana Islam, untuk menunjukkan bahwa
empirisme Barat dalam berbagai bidang pengetahuan adalah tidak selalu benar

sehingga harus dikritisi oleh umat islam, khususnya para sarjana Agama.



Lampiran 1

PIAGAM MADINAH

Bismillalirralhmanirralim,

Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili

pthak kaum Muslimin yang terdiri dart warga Qurais dan warga Yathrib serta para
pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.

1)

3)

4)

3)

6
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9)
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i)

Kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan
dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.

Kelompok muhajirin dart warga Quraisy dengan tetap memegang teguh prinsip
agidah, mereka bahu-membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka
membayar dengan baik tebusan pembebasan anggora yang ditawan.

Bani ‘Auf dengan tetap memegang teguh agidah, mereka bahu-membahu
membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil
membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

Bani Al-Harits (dari warga Al-Khazraj) dengan tetap memegang teguh agidah,
mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka, Setiap kelompok
dengan baik dan adil membayar tebusan pembebasan warganya yang ditawan.

Bani Sa’idah dengan tetap memegang teguh agidah, mereka bahu-membahu
membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil
membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

Bani Jusyam dengan tetap memegang teguh agickth, mereka bahu-membahu
membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil
membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

Bani An-Najjar dengan tetap memegang teguh cgidah, mereka bahu-membahu
membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil
membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

Bani “Amr bin ‘Auf dengan tetap memegang tesuh agidah, mereka bahu-mem-
bahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil
membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

Bani An-Nabit dengan tetap memegang teguh agidah, mereka bahu-membahu
membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil
membayar tebusan bagt pembebasan warganya yang ditawan.

Bani Al-Aus dengan tetap memegang teguh agidah, mereka bahu-membahu
membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil
membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

{a) Kaum Muslimin tidak membiarkan seseorang Muslim yang dibebani dengan
utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk
keperluan membayar tebusan atau denda.

{b) Seorang Muslim tidak akan bertindak senonoh terhadap sekutu {tuan atau
hamba sahaya) Muslim yang lain.
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12) Kaum Muslimin yang bertagwa memiliki kewenangan sepenuhnya untuk
mengambil tindakan terhadap seseorang yang menyimpang dari kebenaran atau
berusaha menyebarkan dosa, permusuhan di kalangan kaum Muslimin. Kaum
Muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia
anak Muslim sendiri.

13) Seorang Muslim tidak dibolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepen-
tingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan menolong orang kafir dengan
merugikan orang Muslim.

14} Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah di pihak yang lemah meng-
hadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain,
adalah pelindung bagi orang Muslim yang lain.

15) Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak per-
samaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang
merugikan.

16) Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Musiim tidak akan
mengadakan perdamaian dengan pihak di luar Muslim dalam perjuangannya
menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.

17) Keikutsertaan wanita dalam perang bersama kami dilakukan secara bergiliran.

I8) Seorang muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi pelindung
Muslim lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.

19) (a) Kaum Muslim yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar.

(b) Seorang musyrik tak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy
dan tak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan
seorang Muslim.

20) Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang
muslim, wajib dikisas (dibunuh), kecuali jika wali terbunuh memaafkannya. Dan
semua kaum muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak
diperkenankan mengambil  keputusan kecuali dengan mengindahkan
pendapatnya.

21) Setiap muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah
perjanjian ini dan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak diperkenankan
membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barang siapa
membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan
murka dari Allah pada hari akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan
tebusannya dianggap tidak sah.

22) lika kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya
diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.

23) Kedua pihak: Kaum Muslim dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung
pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.

24) Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani *Auf hidup berdampingan dengan kaum
Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya
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dengan sekutu dan diri masing-masing. lika diantara mereka ada yang melakukan
aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri
dan warganya sendiri.

25) Bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani “Auf.

26) Bagi kaum Yahudi Bani An-Harits berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi
kaum Yahudi Ban: *Auf.

27) Bagi kaum Yahudi Bani Sa’idah berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani ‘Auf.

28) Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani “Auf.

29) Bagi kaum Yahudi Bani Al-Aus berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani ‘Auf.

30} Bagt kaum Yahudi Bani Tsa’labah berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani ‘Auf.

'31) Bagi kaum Yahudi Bani Jafnah sebagai thaifah (sub-clan) dari Bani Tsa’labah
berlaku ketentuan seperti yang beriaku bagi kaum Yahudi Bani Tsa’labah.

32} Bagi kaum Yahudi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani *Auf. Dan bahwa kebajikan berbeda dengan perbuatan dosa.

33} Sekutu (teman dekat, hithanah) Bam Tsa’labah tidak berbeda dengan Bani
Tsa’labah itle sendiri. '

34) Kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.

35) Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dart kelompoknya kecuali
mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai orang lain yang
melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barang siapa membunuh
orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, kecuali jika
orang itu melakukan antaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang
paling baik dalam hal ini.

36) Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayat pihaknya masing-masing. Kedua
pihak akan membela satu sama lain dalam menghadapi pihak yang memerangi
kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua
pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam
perbuatan dosa.

37) Seseorang tidak dipandang berdosa karena sekutunya. Dan orang yang teraniaya
akan mendapat pembelaan.

38) Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk
kepentingan penduduknya.

39) Tetangga itu seperti halnya dirinya sendiri, selama tidak merugikan dan berbuat
dosa.
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40) Suatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan
1.

41) Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pthak-pihak yang
menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan
bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-
Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan
perlindungan dan kebajikan.

42) Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain men-
dukungnya tidak akan mendapat pembelaan.

43) Semua warga akan saling bahu-membahu menghadapi pihak yang lain yang
melancarkan serangan terhadap Yathrib.

44) (a) Jika mereka (penyerang) diajak untuk beramai dan memenuhi ajakan itu
serta melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian dianggap sah.
Jika mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum Muslimin wajib
memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan
yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama.

(c) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai derigan
fungsi dan tugasnya.

45)Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki
hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini,
dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-
kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dan
Allah memperhatikan isi perjanjian yang pating murni dan paling baik.

46) Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan
dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun
di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung
orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.



Lampiran 2

DEKELARASI HAM ISLAM SEDUNIA

Pembukaan

Mengingat aspirasi umat manusia yang sudah berumur tua vang mendambakan suatu
keturunan dunia yang adil di mana rakyat dapat hidup, berkembang, dan
sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari rasa takut, tindasan,
eksploitast dan perampasan hak, masih tetap belum terpenuhi,

Mengingat Allah SWT telah memberikan umat manusia melalui firman-Nya dalam
al-Qur’an dan Sunah Rasul-Nya yang diberkahi, yaitu Nabi Muhammad
saw., dan menaati hukum serta kerangka moral yang bertujuan
membentuk dan mengatur instruksi-instruksi manusia dan hubungan-
hubungannya,

Mengingat HAM yang telah dideklarasikan dalam hukum Ilahi bertujuan untuk
menganugerahkan martabat dan kehormatan bagi umat manusia serta
dicanangkan untuk menghapus segala tindasan dan ketidak-adilan,

Mengingat berdasarkan atas sumber dan sanksi mereka itu bersifat [lahi, maka hak-
hak manusia ini tidaklah dapat dibatasi, dicabut, ataupun dihargai oleh
berbagai wewenang, kekuasaan oleh majelis atau institusi-institusi
lainnya, dan juga tidaklah dapat dilepaskan ataupun disita,

Oleh Karenanya, Kami Sebagai Umat Islam Yang Percaya :

(a) pada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pencipta,
Maha Pemelihara; satu-satunya yang memberikan petunjuk bagi umat manusia
dan sebagai sumber segala hukum,;

(b) pada kekhalifahan manusia yang diciptakan guna memenuhi kehendak Allah di
bumi:

(c) pada kebijakan bimbingan llahi yang dibawa oleh para Nabi dan rasul yang
misinya telah mencapai titik kulminasi dalam risalah Hahi yang terakhir yang
telah disampaikan oleh baginda Rasululiah Muhammad saw. bagi seluruh umat
manusia;

(d) bahwa rasionalitas yang lahir dengan sendirinya, yang tanpa hak pemberian
wahyu dari Allah, maka ia tidak akan menjadi bimbingan murni bagi urusan-
urusan manusia apa pun, juga tidak akan memberikan kesuburan spiritual dalam
jiwa manusia, dan dengan mengetahui bahwa ajaran Islam mewakili kemuliaan
petunjuk llahi dalam bentuknya yang paling sempurna dan final, serta merasakan
terikat tangung jawab untuk memperingatkan manusia akan status dan
martabatnya yang tinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah;

(e) pada usaha untuk mengajak seluruh umat manusia kepada risalah Islam;

(f) bahwa dengan syarat-syarat perjanjian kami yang mula-mula kepada Allah SWT
bahwa tugas dan tanggung jawab kami mempunyai prioritas di atas hak-hak kami
sendiri, dan bahwa tiap-tiap dari kami adalah di bawah kewajiban yang terikat
untuk menyebarluaskan Islam baik itu dengan kata-kata, tingkah laku, maupun



Lampiran 2 Deklarasi HAM Islam Sedunia 118

dengan semua cara lain yang benar-benar bijaksana serta menjadikan mereka
efektif tidak hanya pada kehidupan individu kami, tetapi juga dalam masyarakat
sekeliling kami;

{g) pada kewajiban kami untuk mendirikan suatu orde Islam, dimana

(1) seluruh umat manusia adalah sama haknya dan tidak ada yang dapat me-
nikmat: suatu hak istimewa atau sebaliknya menderita ketidakberuntungan
atau diskriminasi dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal mula,
maupun bahasa-nya;

(i) seluruh umat manusia dilahirkan merdeka;
(iii) perbudakan dan kerja paksa sangat dibenci;

(iv) kondisi-kondisi dibentuk seperti kelembagan keluarga yang dipelihara,
dilindungi, dan dihormati sebagai dasar seluruh kehidupan sosial;

(v) para penguasa dan yang dikuasai (rakyat) sama-sama tunduk dan sederajat
persamaannya dimuka hukum;

{(vi) kepatuhan dan ketaatan hanya diberikan kepada perintah-perintah yang
dalam persesuaian dengan hukum,

(vii} seluruh kekuasaan duniawi dianggap sebagai amanah suci yang dilaksanakan
dalam batas-batas yang telah digariskan oleh hukum dan dalam sikap yang
disetujuinya, serta dengan mengutamakan prioritas-prioritas yang telah
ditetapkannya;

(viii)seluruh sumber ekonomi diperlakukan sebagai karunia Allah yang

' dianugerahkan kepada umat manusia, dapat dinikmati oleh semuanya sesuai
dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan
As-Sunnah;

(ix) semua urusan umat ditetapkan dan dilaksanakan, serta wewenang atau
kekuasaan untuk mengaturnya ditetapkan setelah saling bermusyawarah
(syura) di antara orang-orang mukmin yang memenuhi syarat untuk
memberikan suatu keputusan yang akan sesuai benar dengan hukum dan
kebaikan khalayak umum;

(x) setiap orang melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan sesuai dengan
kemampuan dan dijadikan bertanggung jawab atas segala tingkah laku
perbuatannya;

(xi) setiap orang dapat mempertahankan diri dari pelanggaran atas hak-haknya
dan dijamin mendapatkan tindakan-tindakan yang layak dan sesuai dengan
hukum;

(xii) tidak seorangpun yang dapat dirampas haknya yang telah dijamin baginya
oleh hukum kecuali dilakukan oleh yang berwenang, sejauh diijinkan oleh
hukum itu;

(xui)setiap individu mempunyai hak untuk mengajukan aksi legal terhadap

seseorang yang melakukan suatu kejahatan terhadap masyarakat secara
keseluruhan atau terhadap salah satu anggota masyarakat;
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(xiv) segala usaha dibentuk dan diadakan guna :

a) menjamin pembebasan umat manusia dari setiap tipe tindak eksploitasi,
ketidakadilan, dan tindasan;

b) memastikan keamanan setiap orang, martabat, dan kemerdekaannya
menurut pola yang dibentuk dan metode yang disetujui serta dalam batas-
batas yang telah digariskan oleh hukum.

Dengan ini, kami sebagai Khadim Allah dan sebagai anggota persaudaraan Istam
Universal pada permulaan abad ke-15 era lslam, menegaskan komitmen kami untuk
menegakkan HAM yang tidak dapat diganggu gugat. Berikut ini adalah yang kami
anggap telah diperintahkan dan ditetapkan oleh 1slam :

I HAK HIDUP

(a) Hidup manusia adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat serta segala bentuk
usaha diadakan untuk melindunginya. Dalam hal tertentu, tidak ada seorangpun
yang dapat dilukai atau bahkan sampai meninggal dunia, kecuali dibawah
wewenang hukum.

(b) Sebagaimana waktu -hidup dan juga setelah kematiannya, kesucian jenazah
seseorang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini menjadi kewajiban bagi umat Islam
untuk menjaga bahwa jenazah seseorang ditangani atau diperlakukan dengan
penuh hikmat.

I HAKKEMERDEKAAN

(a) Manusta dilahirkan merdeka. Tak ada seorangpun yang dapat melakukan sesuatu
terhadap haknya untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan dibawah
wewenang dan mennurut proses hukum.

(b) Setiap individu dan setiap rakyat mempunyai hak kemerdekaan yang tidak dapat
dicabut dalam segala bentuknya, seperti fisik, kultural, ekonomi, dan politik; serta
berhak untuk berjuang dengan segala alat perantara yang tersedia guna melawan
tindak pelanggaran atau pencabutan hak ini; dan setiap individu/rakyat yang
ditekan atau ditindas berhak menuntut secara hukum yang demikian itu.

I HAK PERSAMAAN DAN LARANGAN TERHADAP DISKRIMINASI
YANG TIDAK TERIZINKAN

(a) Semua orang sama (kedudukannya) dimuka hukum dan berhak mendapatkan
kesempatan dan perlindungan yang sama.

(b) Semua orang berhak mendapat upah yang sama atas kerja yang sama.

(c) Tidak ada orang yang dapat ditolak kesempatannya untuk bekerja atau
didiskriminasikan dalam sikap apapun atau dikenakan risiko fisik yang besar
dengan alasan kepercayaan beragama. warna kulit, ras, asal mula, jenis kelamin,
dan bahasa.

IV HAKMENDAPAT KEADILAN

(a) Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum.
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(b) Setiap orang bukan hanya mempunyai haknya namun juga berkewajiban untuk
memprotes terhadap ketidakadilan dan mencari jalan lain, atau untuk menolong
perbaikan-perbaikan yang telah ditentukan oleh hukum, berkenaan dengan
masalah yang menyebabkan luka-luka atau hilang milik pribadi seseorang tanpa
alasan, untuk mempertahankan diri dari tuntutan atau tuduhan yang ditujukan
kepadanya dan mendapatkan keputusan hakim atau pengadilan yang adil di
hadapan majelis pengadilan independen dalam soal persengketaan apa pun, baik
dengan pegawai berwenang ataupun dengan orang lain.

(c) Adalah menjadi hak dan kewajiban setiap orang untuk mempertahankan HAM
orang lain dan masyarakat pada umumnya (Hisbah)

(d) Tidak ada seorangpun yang dapat didiskriminasikan dalam pencarian usaha-usaha
untuk mempertahankan hak-hak privat dan publik.

{e) Adalah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap muslim untuk menolak mematuhi
perintah yang bertentangan dengan hukum tanpa peduli oleh siapapun perintah itu
dikeluarkan,

Y HAK MENDAPATKAN PROSES HUKUM YANG ADIL

(a) Tidak ada seorangpun yang dapat diputuskan bersalah dan dikenakan hukuman
kecuali setelah terdapat bukti bersalah yang kuat di hadapan pengadilan hukum
yang independen.

(b) Tak ada seorangpun yang dapat dinyatakan bersalah kecuali setelah mendapat
pengadilan hukum yang adil dan setelah mendapat kesempatan yang cukup untuk
mempertahankan diri yang disediakan baginya.

(c) Hukum diberikan menurut dan sesuai dengan hukum, dengan proporst tingkat
keseriusan pelanggaran serta sesuai dengan pertimbangan keadaan dan alasan di
mana pelanggaran itu dilakukan.

(d) Tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu tindak kejahatan atau
kriminal kecuali setelah disyaratkan dalam susunan kata yang jelas dalam hukum.

(e) Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri. Tanggung
jawab atas suatu tindak kriminal tidak dapat diperluas terhadap orang lain dari
anggota keluarga atau kelompoknya yang tidak terlibat baik secara langsung
ataupun tidak langsung dalam melakukan kriminal yang dipermasalahkan.

Vl HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN

Setiap orang memiliki hak mendapatkan perlindungan dari tindakan kasar
oleh agan-agen resmi pemerintah. [a tidak dapat menjadi bertanggung jawab atas
dirinya sendiri kecuali untuk membela diri dari tuduhan yang diajukan kepadanya,
atau ketika ia ditemukan dalam situasi dimana suatu persoalan yang berkenaan
masalah kecurigaan atas keterlibatannya dalam suatu indakan kriminal dikemukakan
secara wajar.
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VI HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI PENYIKSAAN

Tidak ada seorangpun dapat dijadikan korban penyiksaan terhadap pikiran dan
tubuhnya, ataupun dihinakan dan diancam akan dilukai baik terhadap dirinya sendiri
atau terhadap anggota keluarganya, ataupun dipaksa mengaku atas suatu tindak
kriminal ataupun dipaksa menyetujui atau suatu tindakan merugikan dan
mengorbankan kepentingan-kepentingannya.

VIl HAK MENDAPAT PERLINDUNGAN KEHORMATAN DAN NAMA
BAIK

Setiap orang memiliki hak untuk dapat melindungi kehormatan dan nama
batknya (reputasi) dari berbagai tindakan fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak
beralasan dan tidak mendasar, ataupun dari usaha-usaha yang disengaja untuk
mencemarkan nama baiknya dan pemerasan.

IX HAK MEMPEROLEH SUAKA (4SYLUM)

(a) Setiap orang yang ditindas atau di dianiaya memiliki hak untuk mencari suaka
dan perlindungan. Hak int dijamin bagi setiap insan tanpa memandanu ras,
agama, waina kulit, dan jenis kelaminnya.

(b) Masjidil Haram (Rumah Suci Allah) di Kota Suci Mekah merupakan tempat
perlindungan bagi seluruh umat Istam.

X HAK-HAK MINORITAS

(a) Prinsip Al-Qur’an “fidak ada paksaan dalam agama” akan mengatur hak-hak
beragama golongan minoritas non-muslim.

{b) Dalam negara Islam, golongan minoritas agama lain mempunyai pilihan untuk
diatur dalam hal urusan sipil dan personal mereka dengan memakai hukum lIslam
atau hukum-hukum mereka sendiri.

XI HAK DAN KEWAJIBAN BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN
DAN MANAJEMEN URUSAN-URUSAN PUBLIK

(a) Dengan tunduk terhadap hukum, maka setiap individu dalam masyarakat (umat)
berhak untuk dapat menjadi pegawai negeri.

{(b) Proses musyawarah bebas (syura) merupakan dasar hubungan yang ada diantara
pemerintah dan rakyat. Rakyat juga memiliki hak untuk dapat memilih ataupun
dipilik ataupun mengganti para penguasa mereka sesual dengan prinsip ini.

XII HAK KEBEBASAN PERCAYA, BERFIKIR, DAN BERBICARA

(a) Setiap orang memiliki hak untuk dapat mengekspresikan pikiran dan
kepercayaannya selama tetap dalam batas-batas yang digariskan hukum. Namun
tiada seorang pun yang berhak untuk menyebarluaskan kebohongan atau
menyebarkan laporan-laporan yang dapat menyakitkan adat kebiasaan publik atau
menimbulkan fitnah, sindiran, ataupun menjelek-jelekkan dengan fitnah tehadap
orang lain.
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(b) Mengejar pengetahuan dan mencari kebenaran tidak hanya sebagai hak, namun
juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

(c) Adalah menjadi hak sekaligus kewajiban bagi setiap muslim untuk memprotes
dan menentang (dalam batas-batas yang ditentukan hukum) terhadap suatu
tindakan meskipun hal itu melibatkan usaha menantang wewenang tertinggi
dalam negara.

(d) Tidak ada halangan bagi penyebaran informasi asal ia tidak membahayakan
keamanan sosial dan negara dan dalam batas-batas yang diberlakukan hukum,

(e) Tidak ada seorangpun yang boleh mencela ataupun mengejek kepercayaan
religius orang lain dan menimbulkan permusuhan khalayak umum terhadap
mereka, karena menghormati perasaan-perasaan religtus orang lain merupakan
kewajiban bagi umat muslim.

X1l HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan keyakinan dan beribadah menurut
kepercayaan religiusnya.

XIV HAK BERSERIKAT BEBAS

{a) Setiap orang berhak untuk dapat berpartisipasi secara individual maupun kolektif
dalam kehidupan religius, sosial, kultural, dan politik masyarakatnya serta untuk
dapat mendirikan institusi-institusi atau perwakilan yang dimaksudkan untuk
tujuan memerintahkan apa yang benar (ma’ruf) dan mencegah apa yang salah
{munkar)

(b) Setiap orang berhak untuk dapat berusaha mendirikan institusi-institusi, di mana
penikmatan hak-hak ini dimungkinkan untuknya. Secara kolektif, mayarakat
harus menciptakan kondisi-kondist sehingga dapat menjadikan seluruh anggota
masyarakat leluasa bagi usaha pembangunan kepribadian-kepribadian mereka.

XV SUSUNAN EKONOMI DAN HAK BERKEMBANG DARINYA

(a) Dalam usaha-usaha ekonomi mereka, semua orang berhak mendapatkan
keuntungan dan memanfaatkan seluruh sumbernya, ini merupakan karunia dan
nikmat yang dianugerahkan Allah SWT bagi kemanfaatan umat manusia secara
keseluruhan.

(b) Semua insan berhak mengusahakan mata pencaharian mereka yang sesuai
menurut hukum.

{c) Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda secara individual maupun
berserikat bersama yang lainnya. Pemilikan negara atas beberapa sumber ekonomi
tertentu bagi maslahat dan kepentingan umum adalah sah.

(d) Orang-orang miskin memiliki hak atas suatu bagian yang telah ditentukan di
dalam harta kekayaan orang-orang kaya, seperti ditentukan oleh zakat, yang
dikenakan dan dikumpulkan sesuai dengan hukum.

(e) Semua alat produksi akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat (umat)
secara keseluruhan dan tidak boleh diabaikan ataupun disalahgunakan.
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(f) Agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang setimbang dan untuk
melindungi masyarakat dari tindak eksploitasi, maka Islam melarang monopoli
dan oligopoli, praktik-praktik perdagangan yang membatasi secara tidak wajar,
riba, pemakalan paksaan dalam membuat kontrak dan perjanjian, serta penerbitan
iklan-iklan yang menyesatkan.

(g) Selurub kegiatan ekonomi dapat diizinkan dengan syarat bahwa mereka tidak
merusak dan mengganggu kepentingan masyrarakat (umat) dan tidak melanggar
hukum dan nilai-nilai Islam. '

XVI HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN ATAS HARTA BENDA
(TANAH MILIK)

Tidak ada tanah milik yang dapat diambil alih kecuali untuk kepentingan
publik dan dalam hal ini ada pembayaran kompensasi yang adil dan cukup

XVIISTATUS DAN MARTABAT PEKERJA DAN BURUH

Islam menghormati kerja dan pekerjaannya serta memerintahkan umat Islam
untuk tidak hanya memperlakukan pekerja dengan adil tetapi juga memperlakukan-
nya dengan murah hati. Pekerja atau buruh tidak hanya harus sdibayar dengan tepat
upah-upah yang patut mereka peroleh, tetapt juga berhak mendapatkan waktu
istirahat yang cukup.

XVIII HAK MEMBENTUK KELUARGA DAN MASALAH-MASALAHNYA

(a) Setiap orang berhak untuk menikah dan mendirikan suatu rumah-tangga dan
mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama, tradisi, dan kebudayaannya. Setiap
pasangan berhak atas hak-hak khusus dan istimewa demikian ini, serta untuk
mengemban tanggung-jawab sebagaimana yang telah diisvaratkan oleh hukum.

(b) Masing-masing pasangan dalam perkawinan berhak untuk mendapatkan
penghormatan dan penghargaan dari yang lainnya.

{c) Setiap suami wajib memelibara istri dan anak-anaknya sesuai dengan
kemampuannya.

(d) Setiap anak memilikt hak untuk dipelihara dan dididik dengan baik oleh kedua
orang tuanya; anak-anak dilarang untuk bekerja pada usia masih belia atau
dibebani dengan pekerjaan yang dapat wmerusak dan membahayakan
perkembangan alami mereka.

(e) Jika ada orang ua yang dengan bebrapa alasan tidak mampu melaksanakan
kewajiban-kewajiban mereka atas seorang anak, maka menjadi kewajiban
masyarakat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban i dengan menggunakan
biaya dari masyarakat.

(f) Setiap orang berhak mendapat sokongan materiill dan juga perhatian serta
perlindngan dari keluarganya selama masa kanak-kanak, masa tua, atau ketika
telah tidak berdaya. Para orang tua berhak mendapatkan tunjangan materiil dan
perhatian serta perlindungan dari anak-anaknya.
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(g) Kaum ibu berhak atas perhatian khusus, perlindungan, dan bantuan dari pihak
keluarga serta anggota-anggota masyarakat (umat)

(h) Dalam suatu rumah-tangga, pria dan wanita saling membagi tugas dan
kewajibannya menurut jenis kelamin, berbagai karunia alamiah, bakat dan
kecenderungan mereka dengan memperhatikan tanggung jawab bersama terhadap
keturunan dan kaum kerabatnya.

(i) Tidak ada seorangpun yang dapat dinikahi apabila bertentangan dengan
kehendaknya, atau kehilangan (dikurangi) hak pribadi yang legal dalam masalah
perkawinan.

XIX HAK-HAK WANITA YANG SUDAH MENIKAH
Setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk :
(a) Hidup dalam rumah tempat suaminya tinggal.

(b) Menerima sarana-sarana penting guna memelihara dan menjaga standar hidup
yang tidak lebih rendah dari pasangannya, dan dalam kasus perceraian ia berhak
untuk menerima segala sarana pemeliharaan sesuai dengan sumber-sumber

" keuangan suaminya selama periode menunggu menurut hukum (iddah), baik bagi
dia sendiri maupun bagi anak-anak yang ia pelihara dan asuh tanpa memandang
status finansial, penghasilan, dan harta bendanya sendirt yang ia pegang sebagai
haknya sendiri.

(¢) Mencan dan mendapatkan terputusnya pernikahan (khulu’) sesuai dengan syarat-
syarat hukum. Hak ini merupakan tambahan bagi haknya untuk mencari
perceraian melalui pengadilan. :

(d) Mewarisi dari suami, orang tua, dan anak-anak serta keluarganya yang lain sesuai
dengan hukum.

(e) Merahasiakan dengan ketat apa yang diketahui oleh suami atau bekas suaminya
jika dicerai, yang berkenaan dengan segala informasi yang mungkin telah
suaminya dapatkan darinya, penyingkapannya yang mungkin dapat terbukti
merugikan dan merusak kepentingan-kepentingannya. Kewajiban yang sama juga
diembankan baginya berkaitan dengan suami atau bekas suaminya.

XX HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN

(a) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan
kemampuannya.

(b) Setiap orang berhak mendapatkan kebebasan memilih profesi dan kariernya serta
berhak memperoleh kesempatan guna memngembangkan sepenuhnya semua
karunia dan anugerah alami yang dimilikinya.

XXI HAK MENIKMATI KELELUASAAN PRIBADI (PRIVACY)

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan keleluasaan pribadi.
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XXI1HAK MENDAPATKAN KEBEBASAN BERPINDAH DAN
BERTEMPAT TINGGAL

(a) Dengan memandang fakta bahwa dunia lslam benar-benar merupakan umat
Islamiyah, maka setiap muslim memiliki hak untuk berpindah secara bebas ke
dalam maupun ke luar suatu negara Islam.

(b) Tidak ada seorangpun dapat dipaksa untuk meninggalkan negara tempat
kediamannya, ataupun dideportast secara semena-mena tanpa melalui jalan proses
hukum yang berlaku sebenarnya.



Lampiran 3

DEKLARASI CAIRO
TENTANG HAK-HAK ASASI ISLAM

Negara-negara anggota Organisast Konferenst 1slam,

Menegaskan kembali peranan yang beradab dan bersejarah umat lslam yang telah
diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa yang terbaik yang telah mem-
berikan kepada umat manusia peradaban universal dan serasi dimana
keharmonisan diciptakan di antara dunia dan akhirat serta pengetahuan
dikombinasikan dengan keimanan; dan (menegaskan pula) peranan
yang harus dimainkan oleh umat ini untuk menuntun kemanusiaan
yang dikacaukan oleh kecenderungan-kecenderungan dan ideologi-
ideologi yang bersaing serta untuk memberikan pemecahan terhadap
masalah-masatah kronis dari peradaban materialistis ini.

Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia
dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manu-
sia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan
dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan
syariat Istam.

Yakin bahwa umat manusia yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam iimu
pengetahuan materialistis, masih dan akan tetap membutuhkan ke-
imanan untuk menunjang peradabannya serta kekuatan pendorong
untuk melindungi hak-haknva.

Percaya bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam lslam merupakan
bagian integral agama lslam dan bahwa tak seorangpun pada dasarnya
berhak untuk mengygoyahkannya baik keseluruhan maupun sebagian
atau melanggar atau mengabaikannya karena hak asasi dan kemer-
dekaan itu merupakan perintah suci yang mengikat, yang terdapat
dalam Kitab Suci Tuhan (Allah SWT) dan diturunkan melalui Nabi-
Nya yang terakhir untuk melengkapi wahyu-wahyu Tuhan sebelum-
nya, yang ketaatan kepadanya sebagai amal ibadah dan pengabdian,
dan pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar, dan karena itu, setiap
orang bertangung jawab secara perorangan dan umat bertanggung
jawab secara kolektif bagi keamanannya.

Berdasar prinsip-prinsip di atas, Negara-negara Anggota menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1

a) Semua manusia adalah satu keluarga dimana setiap anggota kelaurga bersatu
dengan taat kepada Tuhan dan semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Semua
manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya dalam melaksanakan
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mengenal agama Islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat
manusia.

b) Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, agama dan dunia
pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dala keluarga,
sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Dan semwua itu dipadukan dan
diseimbangkan caranyva untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat
ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan hak-
hak dan kewajibannya.

Pasal 10

Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah YME, pesn.). Islam melarang
melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan
atau ketidak-tahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis.

Pasal 11

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorangpun berhak memperbudak,
menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka dan tak seorangpun boleh
menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.

a) Kolonialisme adalah salah satu bentuk diantara sekian banyak bentuk perbudakan
yang dilarang total. Orang-orang vang menderita akibat kolonialisme mempunyai
hak penuh untuk bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Adalah kewajiban
semua negara dan masyarakat untuk mendukung perjuangan rakyat yang berada
di bawah kolonialisme dan pemerintah serta masyarakat mempunyai hak untuk
menghapus segala bentuk kolonialisme dan pendudukan serta memelihara
kebebasan pribadi dan melakukan pengawasan atas kekayaan dan sumber-
sumbernya.

Pasal 12

Setiap orang harus dijamin haknya datam kerangka syariat, untuk bergerak bebas dan
untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya
berhak mendapat suaka di negara lain. Negara yang memberikan perlindungan harus
menjamin perlindungannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang
dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pasal 13

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang
vang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling
sesual dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja harus memiliki hak
keselamatan dan keamanan dan jaminan-jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak
boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya atau dipaksa, ditekan atau
dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus mendapatkan hak tanpa ada diskriminasi
antara laki-laki dan wanita untuk mendapatkan upah yang wajar atas hasil kerjanya
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tanpa penundaan, untuk menikmati liburan, vang saku (lembur) dan kenaikan pangkat
yang berhak diperolehnya. Dalam hal ini, dia wajib berbakti dan bertindak teliti
dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam suatu urusan, pemerintah
harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan sementara yang dirugikan
diberi ganti rugi dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan tanpa
penyimpangan,

Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli,
penipuan atau kerugian lainnya baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Riba
dilarang sama sekali.

Pasal 15

a) setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus
diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, oran lain
atau masyarakat pada umumnya. Pengambil-alihan tidak diijinkan kecuali untuk
kepentingan umum dengan pembayaran segera dan ganti rugi yang wajar.

b) Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang kecuali untuk suatu
kepentingan berdasarkan hukum.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karva ilmiah, sastra seni atau teknik dan
berhak melindungi hasil karyanya baik yang berkaitan dengan kepentingan moral
maupun material, asalkan hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariat.

Pasal 17

a) Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat buruk
dan korupsi moral, suatu lingkungan yang akan mengembangkan diri sendiri, dan
pemerintah serta masyarakat secara umum wajib untuk memberikan hak itu.

b) Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan sosial
dan untuk kesejahteraan rakyat yang disediakan oleh masyarakat dan negara
dalam batasan sumber-sumber yang tersedia.

¢) Pemerintah menjamin hak-hak indtvidu untuk hidup di lingkungan yang bersih
dimana ia dapat memenuht segala kebutuhannya yang terhadapnya ia bergantung,
seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan
segala kebutuhan pokoknya.

Pasal 18

a) Setiap orang berhak hidup aman baginya, agamanya, tanggungannya, kehormat-
annya dan kekayaannya.
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XXITHAK MENDAPATKAN KEBEBASAN BERPINDAH DAN
BERTEMPAT TINGGAL

(a) Dengan memandang fakta bahwa dunia lslam benar-benar merupakan umat
Islamiyah, maka setiap muslim memiliki hak untuk berpindah secara bebas ke
dalam maupun ke luar suatu negara Islam.

(b) Tidak ada seorangpun dapat dipaksa untuk meninggalkan negara tempat
kediamannya, ataupun dideportasi secara semena-mena tanpa melalui jalan proses
hukum yang berlaku sebenarnya.
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DEKLARASI CAIRO
TENTANG HAK-HAK ASASLHISLAM

Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam,

Menegaskan kembali peranan yang beradab dan bersejarah umat Islam yang telah

diciptakan ofeh Tuhan sebagai bangsa yang terbaik yang telah mem-
berikan kepada umat manusia peradaban universal dan serasi dimana
keharmonisan diciptakan di antara dunia dan akhirat serta pengetahuan
dikombinasikan dengan keimanan; dan (menegaskan pula) peranan
yang harus dimainkan oleh umat ini untuk menuntun kemanusiaan
yang dikacaukan oleh kecenderungan-kecenderungan dan ideologi-
ideologi yang bersaing serta untuk memberikan pemecahan terhadap
masalah-masalah kronis dari peradaban materialistis ini.

Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia

dalam rangka menegakkan hak-hak asast manusia, melindungi manu-
sia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan
dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan
syariat Islam.

Yakin bahwa umat manusia yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam ilmu

pengetahuan materialistis, masih dan akan tetap membutuhkan ke-
imanan untuk menunjang peradabannya serta kekuatan pendorong
untuk melindungi hak-haknva.

Percaya bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan

bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorangpun pada dasarnya
berhak untuk menggoyahkannya baik keseluruhan maupun sebagian
atau melanggar atau mengabaikannya karena hak asasi dan kemer-
dekaan itu merupakan perintah suci yang mengikat, yang terdapat
dalam Kitab Suci Tuhan (Allah SWT) dan diturunkan melalui Nabi-
Nya yang terakhir untuk melengkapi wahyu-wahyu Tuhan sebelum-
nya, yang ketaatan kepadanya sebagai amal ibadah dan pengabdian,
dan pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar, dan karena itu, setiap
orang bertangung jawab secara perorangan dan umat bertanggung
jawab secara kolektif bagi keamanannya.

Berdasar prinsip-prinsip di atas, Negara-negara Anggota menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

a) Semua manusia adalah satu keluarga dimana setiap anggota kelaurga bersatu
dengan taat kepada Tuhan dan semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Semwua
manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya dalam melaksanakan
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kewajiban-kewajiban serta tangung jawabnya yang mendasar, tanpa ada diskri-
minast dalam ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan,
aliran politik, status sosial atau pertimbangan lainnya. Keyakinan yang benar
menjamin derajatnya yang mengarah pada kemanusiaannya yang sempurna.

Semua manusia adalah makhluk Tuhan, dan yang sangat disayangi-Nya adalah
yang sangat berguna bagi hamba-Nya yang lainnya dan tidak seorangpun dinilai
lebih dari yang lainnya kecuali berdasarkan ketakwaaan dan amal baiknya.

Pasal 2

Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat
manusia, Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk
melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk
mencabut kehidupan kecuali berasarkan syariat.

Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang
memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.

Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syariat bahwa
kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.

Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin.
Adalah kewajiban negara untuk melindunginya. Dilarang melanggarnya tanpa
berdasar syariat.

Pasal 3

Dalam peristiwa yang menggunakan kekerasan dan dalam kontak senjata, tidak
diijinkan untuk membunuh mereka yang tidak terlibat seperti orang tua, wanita
dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit berhak untuk mendapat perawatan
medis dan para tawanan perang berhak untuk memperoleh makanan, tempat
perlindungan dan pakaian. Termasuk pelarangan untuk merusak tubuh orang yang
sudah mati. Adalah merupakan kewajiban untuk saling tukar-menukar para
tawanan perang dan mengadakan kunjungan-kunjungan atau pertemuan dengan
keluarga yang terpisah karena keadaan perang.

Dilarang untuk menebangi pohon-pohon, merusak hasil panen atau ternak dan
menghancurkan bangunan-bangunan sipil milik musuh dan instalasi-instalasi
dengan peledakan atau dengan cara-cara lain.

Pasal 4

Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat perlindungan atas
nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan sesudah ia meninggal
Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.
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Pasal 5

Setiap keluarga adalah pondasi dari masyarakat dan perntkahan adalah basis
untuk pembentukannya. Laki-lak; dan wamta mempunyai hak untuk menikah,
dan tak ada pelarangan yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan untuk
menikmati hak ini,

Masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah
dan harus member: fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Mereka harus
dijamin perlindungan berkeluarga dan kesejahteraannya.

Pasal 6

Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat
kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut
di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ia memiliki hak sipil dan
kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama
baik pribadi dan keturunannya.

Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah dan kesejahteraan kepada
keluarganya.

Pasal 7

Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dart orang tuanya, masyarakat dan
pemerintah, seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan, dan kebutuhannya,
kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melaku-
kan kewajiban-kewajiban tersebut.

Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilihkan jenis pendidikan
sesuai dengan keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh
perhatian untuk masa depan anak-anaknya seduai dengan nilai-nilai etis dan
prinsip-prinsip syariat.

Kedua orang tuanya mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya demikian
pula sanak saudaranya dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-
ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh kewenangan hukum dalam hal kewajiban dan
tangguny jawabnya, seandainya kedudukan ini hilang atau mendapat halangan untuk
dilaksanakan, maka diwakili oleh walinya.

a)

Pasal 9

Permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan pengadaan pendidikan
menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya
cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan dan jaminan keragaman
pendidikan bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang
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mengenal agama lIslam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat
manusia.

by Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, agama dan dunia
pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dala keluarga,
sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Dan semua itu dipadukan dan
diseimbangkan caranva untuk mengembangkan kepribadtannya, memperkuat
ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan hak-
hak dan kewajibannya.

Pasal 10

Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah YME, pent.). Islam melarang
melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan
atau ketidak-tahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis.

Pasal 11

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorangpun berhak memperbudak,
menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka dan tak seorangpun boleh
menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.

a) Kolonialisme adalah salah satu bentuk diantara sekian banyak bentuk perbudakan
yang dilarang total. Orang-orang yang menderita akibat kolonialisme mempunyai
hak penuh untuk bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Adalah kewajiban
semua negara dan masyarakat untuk mendukung perjuangan rakyat yang berada
di bawah kolonialisme dan pemerintah serta masyarakat mempunyai hak untuk
menghapus segala bentuk kolomalisme dan pendudukan serta memelihara
kebebasan pribadi dan melakukan pengawasan atas kekayaan dan sumber-
sunibernya.

Pasal 12

Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syariat, untuk bergerak bebas dan
untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya
berhak mendapat suaka di negara lain. Negara yang memberikan perlindungan harus
menjamin perlindungannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang
dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pasal 13

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang
yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling
sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja harus memiliki hak
keselamatan dan keamanan dan jaminan-jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak
boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya atau dipaksa, ditekan atau
dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus mendapatkan hak tanpa ada diskriminasi
antara laki-laki dan wanita untuk mendapatkan upah yang wajar atas hasil kerjanya
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tanpa penundaan, untuk menikmati liburan, vang saku (lembur) dan kenaikan pangkat
yang berhak diperolehnya. Dalam hal int, dia wajib berbakti dan bertindak teliti
dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam suatu urusan, pemerintah
harus campur tangan uniuk menyelesaikan perselisihan sementara yang dirugikan
diberi ganti rugi dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan tanpa
penyimpangan.

Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli,
penipuan atau kerugian lainnya baik bagi dirtnya sendiri atau untuk orang lain. Riba
dilarang sama sekali.

Pasal 15

a) setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus
diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, oran lain
atau masyarakat pada umumnya. Pengambil-alihan tidak diijinkan kecuali untuk
kepentingan ymum dengan pembayaran segera dan ganti rugi yang wajar.

b) Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang kecuali untuk suatu
kepentingan berdasarkan hukum.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karva ilmiah, sastra seni atau teknik dan
berhak melindungi hasil karyanya baik yang berkaitan dengan kepentingan moral
maupun material, asalkan hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariat.

Pasal 17

a) Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dart sifat buruk
dan korupsi moral, suatu lingkungan yang akan mengembangkan diri sendiri, dan
pemerintah serta masyarakat secara umum wajib untuk memberikan hak itu.

b) Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan sosial
dan untuk kesejahteraan rakyat yang disediakan oleh masyarakat dan negara
dalam batasan sumber-sumber yang tersed:a.

¢} Pemerintah menjamin hak-hak individu untuk hidup di lingkungan yang bersih
dimana ia dapat memenuhi segala kebutuhannya yang terhadapnya ia bergantung,
seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan
segala kebutuhan pokoknya.

Pasal 18

a) Setiap orang berhak hidup aman baginya, agamanya, tanggungannya, kehormat-
annya dan kekayaannya.
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b) Setiap orang berhak atas kebebasan dalam menjalankan urusan pribadinya di
dalam rumahnya, diantara keluarza yang berhubungan dengan kekayaan dan
relasi-relasinya. Kebebasan pribadi int dilarang untuk dimata-matai dibawah
tekanan atau mencemarkan nama baitknya. Pemerintah harus melindunginya dari
campur tangan kesewenang-wenangan.

c) Segala masalah yang ada di dalam rumah seseorang tidak boleh diganggu-gugat.
Rumah seseorang tidak boleh dimasuki tanpa seizin dari penghuninya atau diluar
jalur hukum tidak diperbolehkan, ataupun tidak boleh merusak atau menyita dan
mengusir penghuninya.

Pasal 19

a) Semua individu adalah sederajat dalam hukum, tanpa ada perbedaan antara yang
memerintah dengan yang diperintah.

b) Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang.
¢) Tanggung-jawab adalah dipikul setiap orang.
d) Tidak boleh ada kejahatan atau penghukumén kecuali ditetapkan syariat. |

e) Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ta terbukti bersalah di pengadilan
dnnana ia diberi jaminan untuk membela diri.

Pasal 20

Tidak boleh seorangpun ditangkap/ditahan, dibatasi kemerdekaannya, dibuang/di-
asingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan
secara fisik atau psikis berupa penghinaan, kekejaman, dan merendahkan martabat.
Tidak boleh pula melakukan pengobatan untuk percobaan ilmiah tanpa persetuju-
annya atau menimbulkan resiko kesehatan atau kehidupannya. Tidak diperbolehkan
juga menyebarluaskan/mengumumkan undang-undang darurat untuk mendapat
kekuasaan guna nelakukan tindakan yang demikian.

Pasal 21
Memanfaatkan para tahanan untuk dipergunakan dalam hal apapun adalah dilarang,.
Pasal 22

a) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam
berbagai cara asal tidak bertentangan prinsip-prinsip syariat.

b) Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya dan menyatakan
apa yang menurutnya baik dan memerangi apa yang salah dan menghambat
pelaksanaan norma-norma syariat Islam.

¢) Informasi adalah kebutuhan penting bagi masyarakat, informasi tidak boleh
dieksploitasi atau disalah-gunakan dalam berbagai cara yang mungkin melanggar
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kesucian dan martabat Rasul, kemerosotan moral dannilai-nilat estetika atau
disintegrasi, korupsi atau kerugian masyarakat atau melemahnya kesetiaan.

d) Tidak boleh menggerakkan kebencian kebangsaan, atau doktrin dan melakukan
segala sesuatu yang dapat menghasur terjadinya diskriminasi ras.

Pasal 23

a) Jabatan merupakan kepercayaan dan pelanggaran atau pengeksploitasian desas-
desus yang jahat sangat terlarang, sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.

b) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung
dalam urusan-urusan administrasi kemasyarakatan. la pun berhak menjabat
jabatan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 24

Semua hak-hak dan pernyatan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi in1 adalah
sesual dengan syariat Islam.

Pasal 25

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan atau uraian
berbagai pasal dalam deklarasi ini.



Lampiran 4

MEMORANDUM OKI TENTANG HAM ISLAM
(MASYRUU WATSIQATI WA-WAJIBAAT AL-INSAN:
AL-INSANIYAT AL-ASASIYAT HL ISTLAM)

Deklarasi ini merupakan memorandum umum Organisasi Konferensi Islam

Internasional tentang prinsip-prinsip Hak Asasai Manusia dalam Islam, yang diajukan
kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan Asma Allah, segala puji bagi-Nya, shalawat serta salam terlimpahkan

kepada Rasulullah. Dengan ini, atas nama negara-negara anggota Organisasi
Konferensi Islam :

Didasari iman kepada Allah Yang Hak dan Yang Maha Mengetahui, Pencipta
segala sesuatu, Pengangkat kekhalifahan di muka bumi, yang bertanggung jawab
atas kesejahteraan dan kebaikannya, yang menundukkannya untuk manusia,
segala yang di langit dan di bumi.

Berangkat dar dasar-dasar Islam yang abadi, yang menetapkan kehormatan
manusia tanpa adanya perbedaan, mengajak manusia pada kesatuan keluarga;
yang saling mengenal, tolong menolong antar golongan: Karena dengan saling
tolong menolong dan saling mengenal itulah ditemukan kebaikan serta jawaban
kalimat yang indah dan kelestariannya.

Jika Islam mengakui adanya hak asasi dan kewajiban manusia sebagai kezaliman
Sang Pencipta, Sang Pembuat Hukum tertinggi. maka umat manusia dilarang
membumihanguskan (hak asasi dan kewajibannya), apatis dan memisahkan diri
dari hak dan kewajiban itu. Manusia sebenarnya akan mempertanggungjawabkan
semua (perbuatannya). '

Maka dengan ini memprokiamirkan :

Butir 1 : Manusia adalah makhluk paling utama eksistensinya dan seluruh

manusia memiliki persamaan dalam kehormatan manusiawi. Dalam
dirinyalah terletak tanggungjawab kehormatan itu.

Butir 11 : Manusia adalah keluarga tunggal. Seluruh anggota keluarga punya hak

dan kewajiban yang sama. Mereka bertanggung jawab atas perwujudan
persamaan di antara mereka dengan jiwa persaudaraan, cinta dan
perdamaian. Di antara yang satu dengan lainnya tidak ada yang lebih
unggul, kecuali dengan amal kebajikan yang membawa kesejahteraan
umat manusia, serta usaha memajukan solidaritas kehidupan.

Butir 11 . Setiap bangsa memiliki hak jaminan atas sifat-sifat khusus dan ke-

istimewaan-keistimewaan dalam kesatuan keluarga. Dengan seluruh
kebebasan haknya, dapat menetapkan perjalanan hidup dimuka bumi
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nusantaranya, memilih eksistensi politik dan pertumbuhan ekonomi
serta sosialnya.

: Dengan tetap mengindahkah hak generasi lampau, setiap bangsa ber-

hak mengembangkan kesejahteraan dan sumber daya alamiah secara
bebas merdeka, sesuai dengan kebutuhan. Usaha ini dalam rangka
menjunjung tinggi hubungan ta’aruf dan gotong-royong antar bangsa.
Antar bangsa satu dengan bangsa lain tidak diperkenankan mengada-
kan intervensi kesejahteraan dan sumberdaya alami yang dimiliki.
Maka bangsa itu berhak membelanya dengan berbagai persenjataan
yang dimilikinya.

: Keluarga manusia harus bergotong-royong bertangungjawab terhadap

solidaritasnya, untuk mewujudkan keadilan, kesadaran dan peng-
hormatan manusia. Baik individu maupun sosial diarahkan pada usaha
melestarikan hak asasi ini.

: Semua umat manusia adalah sama dihadapan Undang-undang dalam

hak dan kewajibannya, tanpa ada perbedaan diantara mereka.

: Melestarikan perwujudan manusia merupakan kewajiban suci umat

manusia. Oleh sebab itu tidak diperkenankan mencari perlindungan
dengan cara apapun, yang menghapus pernikahan, menghilangkan
keturunan atau kehormatan sepanjang masa, juga dilarangnya abortus
dan membunuh anak-anak.

. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan benteng pertahanan masyarakat.

Negara dan masyarakat harus ikut menjaga dan melestarikannya.

: Bagi pria dan wanita jika sampai batas usia perkawinan, memiliki hak

menikah dan membentuk keluarga. Tidak dapat dihalangi dengan
ikatan keturunan, warna kulit dan kebangsaan. Perkawinan tidak sah
kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap meme-
gang teguh keimanan kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesatuan
agama setiap muslimat (wanita muslim). Kedua pasangan suami-istri
bertanggungjawab atas harta mereka secara merdeka.

- Setiap manusia dalam negaranya, punya hak atas perlindungan, ke-

sehatan dan sosial serta kesempurnaan dan keamanan menyeluruh,
yang dapat melindungi kepentingan umum pada batas-batas kemung-
kinan yang wajar. Manusia memiliki hak menempuh jalan hidupnya
secara merdeka dan terhormat dalam membentuk bangunan keluarga.
Sedang bagi ibu-ibu, anak-anak memiliki hak khusus. Seluruh anak
baik yang berstatus maupun tidak, berhak menikmati santunan sosial
yang hakiki.

: Pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan

negara atau masyarakat. Keduanya saling menunjang kelancaran jalan-
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nya pendidikan itu. Menjamin keberagamannya sesuai realitas kese-
jahteraan masyarakat. Umat manusia diberi kesempatan mengetahui
hakikat semesta, menundukkan bagi kebaikan dan kesejahteraannya.
(Anugerah) ini cuma-cuma. sebagaimana kewajiban awal bagi setiap
insan.

. Anak-anak punya hak untuk diasuh dan dididik. Ibulah yang berhak

mengasuhnya, baik ketika masih berkeluarga ataupun setelah bercerai,
sepanjang tidak membahayakan. Sedangkan ayah lebih berhak di
bidang pendidikannya.

: Seluruh perangkat pendidikan yang bermacam-macam, baik dalam

keluarga, sekolah, penerangan maupun lingkungan harus diorientasi-
kan pada pendidikan manusia seutuhnya (lahir-batin), seimbang dan
berkembang, yang mampu menumbuhkan kepribadiannya, disamping
menjunjung kehormatan terhadap hak asasi dan kewajibannya, mem-
pertahankan dan melestarlkan perdamaian dengan penuh solidaritas
antar bangsa.

: Kerja adalah hak dan kewajiban bagi yang mampu bekerja. Negara dan

masyarakat harus menjamin. Manusia bebas memilih pekerjaan yang
membawa maslahat bagi masyarakat. Bagi setiap pekerja memiliki hak
dalam semua tanggungan untuk mendapat upah yang sama, adil; tanpa
ada perbedaan.

: Setiap bangsa memiliki cita-cita utama untuk menentukan peme-

rintahannya sendiri, memilih pemimpin dan pengawas. Sedangkan
semua manusia punya hak kerjasama dalam menjalankan tugas umum
di negerinya secara langsung maupun tidak langsung. Seperti hak
bergabung dengan partai rakyat yang tidak bertentangan dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Di samping memang relevan
dengan syarat-syarat yang ada.

: Pertumbuhan manusia adalah karena nenek moyang dan ban_s,sanya

Suatu hak yang tidak dapat diingkari dan diturunkan,

: Setiap manusia meniiliki hak-hak kebangsaan. Prinsipnya adalah

kelahiran atau pembela negara. Manusia tidak dapat dihalangi ke-
bangsaannya dengan penindasan.

. Setiap bangsa memiliki hak untuk mengungsi jika terjadi penindasan.

Sedangkan negara yang dituju wajib memberikan suaka sampai
kondisinya pulih (aman). Hak im tidak berlaku bagi yang terlibat
tindak kriminalitas, yang harus diselamatkan.

- Setiap manusia punva hak bebas pindah tempat, memilih tempat

tinggalnya di dalam maupun di luar negeri, tanpa melanggar aturan-
aturan masalah tersebut di setiap negara.
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: Setiap individu dilarang melenyapkan hak kehidupan, kebebasan,

hidup terhormat, dan keselamatan pribadinya, baik secara material
maupun normatifnya. la dilarang juga membelenggu dan memper-
budak manusia dimana saja.

. Setiap manusia semenjak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa,

sudah memiliki hak untuk dikenal kepribadiannya didepan undang-
undang, untuk saling tetap menetapkan kekeluargaannya.

: Setiap manusia punya hak milik dengan garis hukum baik dengan jalan

sendiri atau kerjasama. Mereka pun berhak menikmati hak milik itu
dengan batas-batas yang tidak membahayakan individu maupun
masyarakat. Hak mulik itu tidak dapat diperoleh kecuali untuk manfaat
umum dan perimbangan keadilan.

- Tiap-tiap manusia berhak mendapat produk ilmiah, budaya estetika

dan kesenian. Setiap andil yang ditanamkan disitu mendapatkan hak
untuk melestarikan nilai kebajikan dan normatifnya, disamping nilat
material yang muncul dari upaya tersebut.

Bagi masyarakat punya hak yang keberadanya dimaklumi, yaitu dalam
pemilikan individual vang akan dikembangkan untuk kemanfaatan
umum.

: Setiap manusia punya hak sama dalam memperoleh keadilan di muka

hakim.

Dilarang mengkup manusia di mana saja, mengikat kebebasannya,
mencegah atau menyiksa, tanpa ada tuntutan perundang-undangan
(main hakim sendiri). Dilarang pula menindas atau mempekerjakan
secara paksa dan kasar. Atau apa saja yang menghilangkan martabat
manusia.

. Orang yang tertuduh, bebas, selama belum ada keputusan atas tuduhan

tersebut dari pengadilan. Dalam pengadilan dijamin haknya untuk
melakukan pembelaan, menghilangkan keraguan terhadap kebaikan
perbuatannya.

; Hak manusia, dalam urusan rumah-tangganya, yaitu tidak
ikutcampur dalam permusuban interen kehidupan khusus dalam
rumahtangga, harta dan hubungan yang sudah terpelihara. Manusia
wajib melestarikan setiap perangkat yang akan mempertahankan
hukum.

Setiap manusia berhak berfikir bebas, mendengar, melihat, meng-ung-
kapkan (ide) dan beragama. Hak ini meliputi hak mempergunakan alat-
alat untuk menjamin ketertiban kebebasan dan menghilangkan
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kendala-kendalanya. Kecuali ketentuan-ketentuan bagi Muslim yang
telah diberi petunjuk secara bebas untuk tetap teguh pada Islam.

- Negara dan masyarakat menjamin manusia, setelah ia meninggal:

Penghormatan atas jasadnya, memakamkan dan melaksanakan wasiat-
wasiat, disamping juga menjaga nama baiknya.

- Semua hak asasi dan kewajiban dalam deklarasi ini bersifat mengikat,

dengan tanpa bahaya dan membahayakan.



Lampiran 5

DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA

(the Universal Declaration of Human Rights, PBB 1948)

MUKADDIMAH

Mengingat

Mengingat

Mengingat

Mengingat

Mengingat

Mengingat

bahwa pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama
tidak dapat dicabut dan semua anggota keluarga manusia yang
merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia;

bahwa ketidakpedulian dan penghinaan terhadap hak-hak asasi manusia
telah mengakibatkan tindakan-tindakan buas yang telah menimbulkan
kemarahan hati nuram umat manusia, dan bahwa terciptanya dunia di
mana umat manusia akan mengenyam kebebasan berbicara, kepercaya-
an, serta kebebasan dan rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan
sebagai aspirasi tertinggi rakyat jelata;

bahwa adalah penting hak-hak manusia dilindungi oleh hukum agar
manusia tidak dipaksa memilih pemberontakan melawan tirani dan
penindasan sebagai jalan terakhir;

bahwa adalah penting meningkatkan pembangunan hubungan persau-
daraan antar bangsa-bangsa; :

bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegas-
kan kembali dalam piagam, kepercayaan mereka kepada hak-hak asasi
manusia, martabat dan nilai pribadi manusia, serta hak-hak yang sama
antara laki-laki dan perempuan, dan telah berketepatan untuk mening-
katkan kemajuan sosial dalam taraf hidup yang lebih baik dalam
kebebasan yang lebih besar;

bahwa negara-negara anggota telah berjanji melalui kerjasama dengan
Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mencapai kemajuan menuju rasa
saling menghormati dan menaati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip
kebebasan,

Mengingat bahwa pengertian umum mengenai hak-hak dan kebebasan ini adalah

teramat penting bagi perwujudan janji tersebut secara menyeluruh.

Maka dengan ini, Majelis Umum memproklamirkan Pernyataan Umum Hak-
Hak asasi manusia sebagai suatu standar umum bagi segenap rakyat dan bangsa untuk
tercapainya tujuan bahwa setiap individu dan golongan dengan selalu mengingat
Pernyataan ini, berupaya lewat pengajaran dan pendidikan memajukan rasa hormat
terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan, dan dengan tindakan-tindakan progresif,
nasional dan internasional, mendapatkan pengakuan dan penaatan universal secara
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efektif baik hak maupun kebebasan-kebebasan antara rakyat-rakyat daerah dibawah
yuridikasi mereka.

Pasal 1

Semua makhluk manusia dilahirkan dengan martabat, hak dan kebebasan yang
sama. Mereka dikaruniai akal dan nuram, dan harus saling memperlakukan dalam
semangat persaudaraan.

Pasal 2

(1) Setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yang diuraikan dalam
pemyataan ini, tanpa adanya perbedaan apapun, seperti ras, warna, kelamin,
bahasa, agama, pendapat pohitik, asal bangsa atau status sosial, harta kelahiran
dan status lainnya.

(2) Selanjutnya, tidak boleh ada perbedaan berdasarkan status politik yuridiksional
atau internasional, negara atau daerah seseorang berasal, baik daerahnya
merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri, maupun terbatasi macam
apapun saja mengenai kedaulatannya. ’ '

Pasal 3
Setiap orang memiliki hak atas hidup, kekebasan dan keamanan individu.
Pasal 4

Tidak seorangpun bbleh diperbudak atau diperabdi; perbudakan dan per-
dagangan budak harus dilarang di dalam segala bentuknya.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan kejam tak berpen-
kemanusiaan, atau merendahkan martabat atau hukuman.

Pasal 6

Setiap orang memiliki hak untuk diakui di manapun sebagai person di hadapan
hukum.

Pasal 7

Semua orang sama dihadapan hukum dan memiliki hak tanpa diskriminasi
apapun atas perlindungan hukum. Semua orang memiliki hak sama atas perlindungan
terhadap diskriminasi apapun yang menyalahi pernyataan imi, dan terhadap gesekan
apapun ke arah terjadinya diskniminasi itu.
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Pasal 8

Setiap orang memiliki hak atas suatu penyelesaian efektif oleh pengadilan-
pengadilan nasional yang kompeten untuk tidakan-tindakan yang merugikan prinsip-
prinsip hak yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang kepadanya.

Pasal 9

Siapapun tak boleh dikenakan penangkapan, penahanan dan pembuangan
sewenang-wenang,

Pasal 10

Setiap orang memiliki hak yang sama sepenuhnya untuk didengar secara adil
dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang bebas tak memihak, dalam penentuan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban, dan dalam penentuan tuntutan kriminal apapun
terhadap dinnya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak kriminal memiliki hak untuk
dianggap tak bersalah hingga terbukti bersalah, sesuai dengan undang-undang
peradilan terbuka di mana dia memiliki segala jaminan yang diperlakukan bagi
pembelanya.

(2) Tak secorangpun boleh dianggap bersalah mengenai tindak pidana apapun, ber-
dasarkan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bukan
merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional atau internasional, pada
saat tindak pidana telah dilakukan. Demikian pula tidak boleh ada hukuman yang
dijatuhkan lebih berat dan hukuman yang berlaku sewaktu tindak pidana
dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh dicampuri secara sewenang-wenang mengenai pribadi,
kelnarga, rumah atau surat-menyuratnya, demikian pula tidak boleh diganggu
kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum
terhadap gangguan atau serangan-serangan demikian.

Pasal 13

(1) Setiap orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan menetap di dalam batas-
batas setiap negara.

(2) Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk
negaranya sendiri, dan untuk kembali lagi ke negaranya.
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Pasal 14

(1) Setiap orang memilikt hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara-negara
lain, terhadap adanya pengejaran,

{2) Hak im tidak dapat digunakan dalam penuntutan-penuntutan yang timbul dari
kejahatan-kejahatan non-politik atau dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan
dengan tujuan-tuyjuan dan prinsip-prinsip Persenkatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 1§
(1) Setiap orang memiliki hak atas suatu kebangsaan

{2) Tidak seorangpun boleh diambil kebangsaannya secara sewenang-wenang,
demikian pula tak boleh ditolak haknya untuk mengganti kebangsaannya.

Pasal 16

(1) Pria-pria dan wanita-wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan atau
agama, memiliki hak untuk kawin dan membangun suatu keluarga. Mereka
memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan
sesudah dibatalkannya perkawinan.

(2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas perstujuan bebas dari calon suami istri.

(3) Keluarga adalah satuan kelompok masyarakat haklkl dan fundamental, berhak
atas perlindungan masyarakat dan negara.

Pasal 17

(1) Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta secara perorangan dan juga
dalam hubungan dengan orang lain.

(2) Tak seorangpun boleh diambil hartanya secara sewenang-wenang.
Pasal 18

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berfikir, berkepercayaan dan ber-
agama. Hak im mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaannya,
serta kebebasan; baik perseorangan maupun secara berkelompok dengan orang lain,
dan secara umum atau pribadi, untuk menghayati agama atau kepercayaannya berupa
ajaran, latihan, pujaan dan perayaan.

Pasal 19

Setiap orang memiliki hak kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat-
nya. Hak ini mencakup kebebasan memiliki pendapat tanpa diganggu, untuk mencari,
menerima dan menyebarkan penerangan dan ide-ide melalui media apapun tanpa
pandang batas.
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Pasal 20
(1) Setiap orang memiliki hak kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
(2) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk bergabung pada suatu serikat.

Pasal 21

(1) Setiap orang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya,
langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

(2) Setiap orang memiliki kesamaan hak memasuki dinas umum di negaranya.

(3) Kehendak rakyat menjadi landasan otoritas pemerintah, kehendak ini dinyatakan
di dalam pemilihan-pemilihan periodik dan wajar, yang dilakukan melalu
pemilihan universal dan merata, dilakukan secara pilihan rahasta atau ber-
dasarkankan prosedur-prosedur pilihan equivalen serta bebas.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat, memiliki hak jaminan sosial dan
memiliki hak atas perwujudannya melalui usaha nasional dan kerjasama internasio-
nal, sesuai dengan organisasi dan sumber masing-masing negara, hak-hak ekonomis,
sosial dan kultural yang mutlak bagi martabatnya dan bagi perkembangan bebas
kepnbadiannya.

" Pasal 23

(1) Setiap orang memiliki hak atas pekerjaan, pilihan bebas pekerjaan, syarat-syarat
pekerjaan adil dan menyenangkan, dan perlindungan terhadap pengangguran.

(2) Setiap orang memiliki hak atas bayaran setimpal untuk pekerjaan yang setimpal,
tanpa diskriminasi apapun.

(3) Setiap orang yang bekerja memiliki hak atas imbalan adil dan mencukupi bagi
dirinya dan keluarganya dalam suatu kehidupan yang layak sesuai martabat
manusia, dan ditambah, jika perlu, dengan cara-cara proteksi sosial lainnya.

(4) Setiap orang memiliki hak untuk membentuk dan bergabung pada senkat-serkat
kerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang memiliki hak beristirahat dan bersantai, termasuk di datamnya
pengurangan jam kerja layak dan liburan periodik dengan mendapat bayaran.

Pasal 25

(1) Setiap orang memiliki hak standar hidup yang mencukupi kesehatan dan ke-
selamatan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, pe-
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rumahan dan rawatan medis, serta jasa-jasa sosial yang diperfukan. Setiap orang
memiliki hak jaminan sekiranya menganggur, sakit, cacat, kehilangan suami/istri,
mencapal usia tua atau kehilangan mata pencaharian lainnya karena hal-hal di
luar kesalahannya.

Ibu dan anak memiliki hak perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik
yang lahir di dalam maupun diluar perkawinan, mendapat perlindungan sosial
yang sama.

Pasal 26

Setiap orang memiliki hak atas pengajaran. Pengajaran harus bebas, artinya pada
tingkat-tingkat elemener dan fundamental. Pengajaran elementer harus wajib.
Pengajaran teknik dan profesi pada umumnya harus terbuka, dan pengajaran
tinggi harus terbuka bagi semua berdasarkan kecakapannya.

Pengajaran harus diarahkan pada perkembangan penuh kepribadian insani dan
pengokohan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip ke-

. bebasan. Dia harus memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara

(B

2)

kelompok-kelompok ras dan keagamaan, di samping harus mengembangkan
aktifitas-aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian.

Pasal 27

Setiap orang memiliki hak untuk bebas ikut serta dalam kehidupan kebudayaan
masyarakat, untuk menikmati kesenian dan untuk berbagi di dalam kemajuan
ilmiah beserta keuntungan-keuntungannya.

Setiap orang memiliki hak atas perlindungan kepentingan-kepentingan moral dan
material yang berasal dari produksi ilmiah, sastra dan artistik yang dia adalah
penciptanya.

Pasal 28

Setiap orang memiliki hak atas suatu tata sosial dan intermasional dimana hak-

hak dan kebebasan-kebebasan yang diuraikan dalam pernyataan ini, bisa sepenuhnya
terwujud.

(1

2

Pasal 29

Setiap orang memiliki kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat hanya jika
masyarakat itu memungkinkan terjadinya pekembangan bebas dan penub
kepribadiannya.

Dalam menunaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya
bisa dikenakan pembatasan-pembatasan demikian sebagaimana ditentukan oleh
undang-undang semata dengan tujuan menjamin pengakuan dan rasa hormat
yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, disamping
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untuk memenuhi tuntutan-tuntutan layak moralitas, tata terttb umum dan
kesejahteraan umum di dalam masyarakat demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini bagaimanapun tidak boleh digunakan
bertentangan dengan tujuan dari prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada sesuatupun di dalam pemyataan ini dapat diinterpretasikan sebagai
kemungkinan bagi negara, kelompok atau personal manapun untuk memberikan hak
bergerak dalam aktifitas apapun atau untuk melakukan tindak apapun tertuju pada
pemusnahan salah satu dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diuraikan disini.
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